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HEPUTUSAN CAMAT CANGEKUANG
Nomor : PR.02.01/Kep.37A-Kec /2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGEUNGAN KECAMATAN CANGEKUANG
KABUPATEN BANDUNG

CAMAT CANGKUANG,

Mernimbang : a. bahwa dalam ranpgka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik,
bahwa Penvelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan
standar pelayvanan dengan mempérhatikan kemampuan
penyvelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lngkungan,
perlu menetapkan standar pelavanan Kecamatan Cangkuang;

b. bahwa dalam upayva mewwudkan penyelenggaraan pelayanan
publik yvang prolesional, transparan dan akuntabel, guna
menjamin kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak
terkail dalam tahapan proses pelavanan, diperlukan adanya
Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka periu menctapkan Keputusan Bupati Bandung
tentang Standar Pelavanan di Lingkungan Kecamatan Canglkuang
Kabupaten Bandung

Mengingat 1 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provins: Jawa Barat (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana  telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNomaor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5234;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9.

10,

11.

| O

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesin Nomor
5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menterd Pendayagunaan Aparatur Negara dam
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelavanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 615);

Peraturan Daecrah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013
tentang Partisipasi Masvarakat dam Keterbukaan Informasi
Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
Momor 12);

Peraturan Bupali Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penvelenggaraan Pelayanan Publik & Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten DBandung (Berita Dacrah Kabupaten
Bandung Tahun 2020 Nomor 110},

Peraturan Bupatli Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah [(Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

Permturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Precdoman Tugas, Fungsi dan Tata Kega Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 349(:

Keputusan Bupati Bandung Nomaor 137, 1/ Kep.al5-
K30TDA/2019  Tentang  Pelimpahan  Sebagian  Urusan
Pemerintahan Dar Bupati Kepada Camat,

Memutuskan:

Standar Pelavanan di lingkungan Kecamatan Cangkuang Kabupaten
Bandung merupakan implementasi dar tugas pokok dan fungsi
pelayanan langsung yang disclenggarakan di lingkungan Kecamatan
Cangkuang,

Standar Pelavanan untuk setdap jenis lavanan di  lingkungan
Kecamaian Cangkuang Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU di atas tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, adapun
Jenis pelayanan sebagai berikut :



1. Standar Pelayanan Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sckolah
TK, 5D dan SMF;

2. Standar Pelayanan Fasilitasi Penvelesalan Sengketa Lingkungan
Hidup DM Luar Pengadilan;

3. Standar Pelayanan Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan
P3a(Perkumpulan Petani Pemakai Air;

4. Standar Pelayanan Penerbitan IMBE Hanva Untuk Fungsi Hunian Di
latar Kawasan Perumahan Yang Di Bangun Oleh Pengembang
Dengan  Luas Bangunan Maksimal 250 m?, Dan Kawasan
Perumahan Yang Sudah Menjadi Milik Individu;

3. Standar Pelayanan Pemberan Hekomendasi Administrasi
Penerbitan [jin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Bangunan Baru
DN Atas 250 m*;

6. Standar Pelavanan Monitering Dan Ewvaluasi Pelaksanaan Kerja
Sama Pembangunan Antar Kecamatan/Desa Dan  Antara
Kecamatan/Desa [Dengan Swasta Dalam Skala Kabupaten Di
kecamatan;

7. Standar Pelayanan Pencatatan Dan Pendataan Koperasl Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah [UKM) [ Kecamatan;

A. Standar Pelayvanan Fasilitasi Pencatatan Sipil Skala Kecamatan:

9. Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga;

10, Standar Pelavanan Pembuatan KTP-Elekironik:

ll.Sandar Pelayanan Koordinasi Penvelesalan  Sengketa Tanah
CATRpAn;

12, Standar Pelayanan Kootdinasi Penyelesaian Masalah Tanah Ulavat
Melalui Musyawarah Di Kecamatan;

L3.Standar Pelavanan Koordinasi Penyelesaian Tanah Kosong;

I4.Standar Pelayvanan Monitoring Terhadap Pelaksanaan ljin Lokasi;

5. 8tandar Pelavanan Rekomendasi Dalam Pelaksanaan Pencairan
Keuangan Desg,

16, Standar Pelayvanan Rekomendasi Perangkat Desa;

17.8tandar Pelavanan Koordinasi Dan Fasiditasi Penvelenggaraan
Pembentikan, Pemekaran, Penggabungan Dan Penghapusan, Desa
Dan Kelurahan;

I8.Standar Pelayanan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunasan Aset [Desa;

19.5tandar Pelayvanan Rekomendasi Kepada Organisasi Sosial/ Panti
sogial Yang Berada Di Desa/ Kelurahan Dalam Hal Pendalaran
Hara/ Ulang;

20.Standar Pelayanan Rekomendasi Pemberian Penghargaan Kepada
Seniman, Budayawan Yang Telah Berjasa Kepada, Negara Dan
Daerah;

21 Standar Pelayanan Rekomendas! Untuk Ijin Pengelolaan Sarang
Burung Walet, Lebah Madu Dan Budi Dava Jamur;

22 Standar Pelayanan Pembuatan Surat Pindah/Datang;

23.8tandar Pelavanan Pembuatan Akte Pertanahan:

24. Standar Pelayianan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris;

25.8tandar Pelavanan Rekomendasi Bantuan Dana/ Hibahg

26 Standar Pelayvanan Monitoring Sekolah;

27 . Biandar Pelayvanan Legalisir Dakumen;

28. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Lainnva,



KETIGA

KEEMPAT

Standar Pelayanan wuntuk setiap jenis layanan secbagaimana
tercanium dalam Lampiran Keputusan ini, berdasarkan potensi
Wilayah dan digunnakan scbagai pedoman dan alat ukur dalam
menilai kualitas dan kinega bagi penvelenggara. pelaksana dan
magyarakat maupun aparat pengawas fungsional  dalam
penyelenggaraan pelayanan  publik  di lingkungan Kecamatan
Canglouang Kabupaten Bandung;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan chadakan perubahan/penvempurnaan sebagaimana
mestinya apabila dipsmdang perlu dengan Keputusan Camat
Cangkuang.

Ditetapkan di » Canglkuang
Pada Tanggal : 4 November 2022

CAMAT CANGKUANG

"_'I'l“\-‘ﬂ-w? J
DARTIKA, 5.TP., M.M.

Pembina Th. I
NIP 196608101986031007

TEMBUSAN

W L b=

Bupati Bandung;

Wakil Bupati Bandung:
Sekretans Daerah:
A=zisten Pemeriniahan;
[Inspelctur.



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CANGKUANG
PR.02.01 /Kep.37A-Kec /2022
4 NOVEMBER 2022

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI

LINGEUNGAN KECAMATAN CANGKUANG

KABUPATEN BANDUNG

KETENTUAN UMUM
Untuk memberi kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak

yvang terkait dalam proses pelayanan dan mengukur kinerja serts mementuhi

harapan masyarakat dalam mewujudkan terciptanya pelayanan yang lebih baik,

NOMODR
TANGGAL
TENTANG

maka setiap pelayanan publik diwajibkan memiliki Standar Pelayvanan sesuai

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, vang

kemudian secara teknis diaplikasikan dalam bentuk Standar Pelayanan
kecamatan Cangkuang sebagad berikut

1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI USUL RENCANA PENDIRIAN

SEKOLAH TK, SD DAN SMP

No HKomponen

Uraian

SERVICE DELIVERY

1. | Persyaratan

H

~FR OO ARG

nemepgTET

Surat Kuasa dan Fotocopy KTP yang diberi kuasa (Jika |
bukan pemohon langsung): '
Fotocopy KTP Pemohon;

NPWP Penyelengeara;

Fotocopy Akte Pendirian Yayasan/ Lembaga;

Sk Penetapan Komite Sekolah;

Dana Inventaris Sekolah

Surat Persctujuan dari masyarakat sekitar

Denah Sckholah

Sural Keterangan tdak menggunakan gedung atau
fagilitas negara atau pemerintzh

Sumber Dana Penyelenggara Pendidikan

Sural BEeterangan Domisili Usaha dari kelurahan/Desa
Surat Rekomendasi Dan Desa/Lurah

. Rekomendasi Dari Dinas Pendidkan

Surat Keterangan Kurikulum vang digunakan

Sural Reputusan Pendiran Sekolah dan vayasan

Daftar Guru, Kepala Sekolah, Tenaga TU dan Penjaga
Rencana Induk Pengembangan Sckolah [RIPS)

Fotocopy Akte Tanah/Hak Milik/Hak Pakai/Hak
Gura / Perjanjian Sewa Menyewa vang dilengkapi IMB
Surat Keputusan Penganghkatan Kepala Sekolah dan
Curu dari lembaga atau yvayasan

Sural Pemyalaan Sangpup Mentaatli Undang-Undang




No | Homponen Uraian
dan Peraturan yang berlaku
U, Daltar Sarana dan Prasarana vang dimiliki
v. Fotocopy ljazah/STTH Guru dan Kepala Sekmiah
w. Fotocopy ljazah Penyelenggara
2. | Sistem
Melmnisme

dan Prosedur

Keterangan

S
g

&, Pemohon datang ke loket pelayanan

b, Petugas menerima dan verifikosi kelengkapan berkas

. Pembuatan dan penandatangenan sural rekomendasi
setelah tim teknis mensurvey kelupangan

d. Petugas menyerahkan surat ke pemohon

Paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penyerahan berkas |
persvaratan secara lengkap

Tidak dikenakan t:-iava,-'gm'us -

(e, Melalul e-mail ko cang

L, Moamor Telepon (022 5940100
[

Sural Relkomendasi

T’ﬂﬂ't-r.ﬂ'mn.-"f'«"lub:-fw‘a]ml yang tidak puas dan dirugikan EI.1.d:n
jasa pelayanan yang diberikan olch petugas F‘:I.Et_l.ranan, |
memiliki Hak melakukan pengadusn dengan cara;
Melakukan konfirmasi kepada petugas pelavanan

b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas

ngiihan tha b g, gl
Memasuknan saran pendapat ke kotak saran vang lelah

Layanan Aspirasi & Pengaduan

bttps: / Mlaporgo idf

|3, | Jangka Waktu
Pemyvelesaian
a5 Ta.t‘:f Biava
5. | Produk
pelayanan
6. | Penanganan
Peneaduan,
BATRMN dan
masukan i
| pedayansEn
| el
dizediankan
I, Website
| e |
MANUFACTURING
1. | Dasar Hukum ]
1. Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1950 icntang.




-IUI

10, Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
_Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publik di

. Peraturan Menteri Pendayagunasn Apsratur Negara

Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950} scbagalmana 1elah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentAang  Pemerintahan daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan FProvinsl Jawa Barat |Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Nepara Bepublik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Momor S038];

Undang - Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembarin Eepublik Indonesia
Nomor 53234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Deerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah heberaps kali dengan |
Undang-Undang Nomor 9 Tahtn 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran |
Negara Fepoblik indonesia Tahun 2015 Nomor 38, |
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
S6TY);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang |
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 |
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

dam Reformasl Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan [Berita Negara Republik
Indonesla Tahun 2014 Nomor 615); .
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor |
36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarskat dam
Keterbuksan Informasi Publik dalam Penvelenpgaraan
Pemerintahan di  Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);




I

1

Lingkungan FPemerintah Kabupaten Bandung |Berita
Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1 10):
|. Peraturan Bupat Bandung Nomor | Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang  Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kera
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Handungkedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Herita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
39},

3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.6l5-

KSOTDA/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dar Bupatl Kepada Camat.,
2, | Sarana, 1. Gedung
Prasarana dan | 2. Parkir tmum;
Fasilitas 3. Loket antrian,
4. Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliputi ;
A, televisi;
b, bahan bacaan;
r. Imamibor antrian;
d. penyejuk udara;
£, air minun,
. hotzpot /wifi;
g terminal charger; .
h. area bermeadn anals;
. ares merokok;
5. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
6. Ruang ibadah;
7. Buang !El!l-r:l:aai;
E. Toilet pria dan wanits;
9, Kantin;
10.8arana dan prasarana  penunfang lainnyva sesual |
_____ - dengan ketentuan perundang-undangan,
3. | Kompetensi I, SDM yeng menjunjung tinggi perilaku dan  etika
Pelaksana pelayanan;
- 2. Mampu Mengoperasikan Komputer,
4. | Pengawasan |1, Pengawasan secara berjenjang oleh Kepala Scksi Sosial
Internal Budaya, Sckretaris Kecamatan dﬁm t'.".a.mm
& | Jumlah Satu orang palaksana Scksl Sosial Euda'.ra }‘H.I!.Ll Pengelola
Pelaksana Fasilitas Sosial dan Umum.
6. | Jaminan 1. Terbitnya surat rekomendasi;
Pelayanan 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel
7. | Jaminan 1. Surat rekomendasi yvang diberikan dijamin keabsahannya
Keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;
dan 2, Petugas yang mengukur dan membuat  Surat
keselamatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dar atasan
_.E__E].E}'EIIEH langsung {
8. | Eveluasi l. Pelaksansan evaluas] kinerja pelaksana dilekukan secara
Kinerja rutin dan evaluasi tahunan; [




i Pelaksana . Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan
| | meningkatkan kinerja pelayanan

2. STANDAR PELAYANAN FASILITAS] PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

No | Komponen Uraian

BERVICE DELIVERY

| 1. | Persyaratan f, Surat Pengaduan dan sengketa lingkungan hidup

b. Formulir Isian Pengaduan mencakup keterangan tentang
v & Informasi identitas pelapor b, Sumber Pencemar ¢.

{ Media Pencemar d. Lokast Pencemar e, Waktu Pencemar
¢ KTP Pengadu /Pemohon

|d. Materal 10000 scbanyak 2 (dua) lembar

2, | Sistem
Mekanisme -

=1~ i

% - Wi

Keterangan '
a. Pemohon datang ke loket pelayanan

b, Pelugas menerima den verilikasi kelengkapan berkas

c. Mediasl antara pemohon dan termohion

) d, Petugsas menyerahkan berie acarm hasil medias ]
| 3. | Jangka Waktu | Paling lama 45 hari kerja terhitung selak penverahan
Penyelesalan berkas persyaratan secara lengkap

4. |Tarif Biaya | Tidak dikenakan biaya/gratis ; |

5. | Produk Laporan lasilitasi penvelesaian senghketa Ifakur_:gnn hidup :
pelayanan |

f. | Penanganan Permalvon  Masvaralial :l.;'.hil.'i:gnﬂ-'l-ﬂ?lk puas dan dirugikan atas |

Pengaduan, jusa pelayvanan vang diberikan oleh petugas Pelayanan,

Saran dan | Memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:

SR LA a. Melakukan konfirmasi kepada F_h:tu.gas pelayanan

b, Melaporkan langsung kepada pimpinan [/ atasan pefugas |
pelayanan




Melalul e-mail kec cangkusng@bandungkab.go.id
Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah

discdiakan

Nomor Telepon (022) 5940 100

Wehsie Lavanan Aspirasi &  Pengaduan
https:/ /] I, i

1. | Dasar Hukum

1.

=l

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950] schagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan  daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Bamil (Lembaran Negara
Republik [Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pelayanan Fublik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5038,

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomaor 5234|;

. Undang-lUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dasrah  [Lembaran  Nepgara Repuhlik
Indonesia  Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sehagaimana  telah  diubah beberapa kali  dengan
Undang-Undang Nomor © Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang MNomor 23
Tahun 2014 entang Pemerintahan Daerah (Lembanan
Negarn Eepublik Indonesis Tahun 2015 Momaor 58,
TambahanlLembaran Megara Republik Indonecsia Nomor
56T

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
kega mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009  tentong  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup,;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Netor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357,
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015
tertang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Beritas
Negara Republik Indonesla Tahun 2015 Nomeor 2036(;
Peraturan Menterl Pendayagunaan Apsaratur Negara
dam Reformasi Birokras! Nomor |5 Tahun 2014 tentang |




2,

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negamm Republik |
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Daerabi Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partsipasi Masvarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan  di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah habupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12):

L) Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pemeriniah Kabupaten Bandung (Berita
Daecrah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110

11, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Redudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

12, Peraturan  Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugss, Fungsi dan Tata Kerja
hecamatan di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten
Bandungkeduduksn dan Susunan Perangkat Daerah
%Bge]rim Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomar

L3.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-

KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

_Pemerintahan Dan Bupati Kepada Camat,

| Sarana,
Prasarana dan
Fasilitas

Oedung;
Parkdr wmnam:
Loket antrian;

Ruang munggu pelavanan, dengan fasilitas meliputi ;

televisi;

bahan bacaan;

monitor antrian;

penyvejulk udara;

air minuim;

hotspot /wifl;

terminal charger,

area bermain arak;
i. area merokok;

3. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;

6. FHuang ibadah;

7. Ruang laktasi;

8. Toilet pria dan wanlta;

9, Kanting

10.Sarang  dan prasarana penunjang lalnnva  sesual
dengan Ketentuan perundang-undangan.

Ll R

B il i o d -

Kompetensi
Pelaksana

1.

SDM  vang menjunjung tingei perilaky  dan  etika |
prelayanan;
Mampu Mengoperasikan Komputer,

Pergawasan
Internal

1. Pengawasan secars  berenjang oleh  Kepala  Seks)

Pembangunan, Sekretaris Recamatan dan Camat.

Jumlah

"Batu orang palaksana Scksi Pembangunan, vaitl Pengelols
Maomnitoring dan Evaluasi Pembangunan




6. | Jaminan (1. Terbitnya sural rekomendast;
| Pelayanan 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel

7. | Jaminan 1. Surat rekomendasi yang diberikan dijamin keabsahannya
Keamanan | dan dapat dipertanggungiawabkan;
dan B, Petugas vang mengukur dan  membust  Surat
kKeselamatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dar alasan
Pelayanan langsung

8. | Evaluasi  |l. Pelaksanaan evaluasl kincria pelaksana dilakukan secara
Kinerga rutin dan evaluasi tahunan;
Pelaksana ). Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

S - o meningkatkan kinerja pelayanan

3. BTANDAR PELAYANAN REKOMENDAS! PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
P3A[(PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

No | Homponen Uraian
BEERVICE DELIVERY
1. | Persyaratan A, Fowcopy Sk pembentukan kelembagaan P3A darl kepala
desa
[ 2. | Sistem
Mekanistme il k.
dan Prosedur

]

ﬂ
Keterangan
a. Pemonon datang ke loket pelavanan

b, Petugas menerima dan verifikasi kelengkapan berkas

. Pembuatan dan penandatanganan surat rekomendas
seiclah tim ieknis mensurvey kelapangan

d. Petugas lavanan menyverahkan surat ke pemohon

3 | Jangka Wakta | Paling lama 5 hard Kerje terhitung seéjak penyverahan berkas
Penyelesalan | persyaratan secara lengkap

4. |TarifBiaya | Tidak dikenakan biaya/gratis |




5. | Produk
pelayanan

B, | Penanganan

Pengaduan,
SAFEnN dan
masukan

Surat Rekomendasi

Pemohon/Masvarakat vang tidak puas dan dinugikan atas

jasa pelayanan vang diberdkan oleh petugas Pelayanan,

memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:

A Melakukan konfirmasi kepada petugas pelavanan

b, Melaporkan langsung kepada pimpinan |/ atasan petugas
pelavanan

c. Melalui e-mail kee canghkuangibandungkab go.id

d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yvang telab
disediakean

e, Momaor Telepon (022 3940100

f. Website Layanan  Aspirasi & Pengaduan
hitps: [ Maporgo.id

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan dacrah Kabupaten daloim Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950] schagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
habupaten Purwakarta dem Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan  daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Frovinsi Jawa Barat (Lembaran Negars
Republik indenesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 2851),

2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
[ndonesia Nomor S038);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 wentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Momor 82, Tambahan Lembaran Eepublk Indonesia
Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1entang
Pemerintahen Daerabh  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan
[embaran Negara Eepublik Indonesia MNomor 3587
schagaimana telah diubah beberapan kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20153 tentang
Perubahan kKedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
;gn'ghahﬂnhmhamn Negara Republik Indonesia Nomor

T4,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelayvanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Noemor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);




Sarana,
Presarana dan
Frasilitag

PerAturan Menteri Pertanian Nomor
273/Kpts/OT.160/4 /2007 lentang Pedoman
Pemtinaan kelembagaan Petani;

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 lentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12|
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masvarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyvelenggaraan
Pemerintahan di  Kabupsten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020

Tentang Pedoman Penvelenggaraan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pémerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nemor 110}

1. Pemturan Bupati Bandung Nomor | Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berits
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomaor 1);

2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022

R N T

= 0.mo o,

tentang  Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan i  Lingkungan Pemerntah  Kabupaten
Randungkedudukan dan Susunan Perangkat Daersh
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
29);

3. Keputusan Bupati Bandung MNomor 137.1/Kep.6l5-

KSOTDA/3019 Tentang Pelimpahan Scbagian Urusan

Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

Gedung,

Parkir umum;

Loket antrian;

Ruang tunggu pelavanan, dengan fasllitas meliputi ;

televisi;

bahan bacaamn;

maniter antrian

penyejuk udara;

air minuim;

hotspot,/wifl;

terminal chargen;

area bermain anak;

i. area merokok;

Media informasi dan sarana pengelolean pengaduan;

Ruang ibadah;

Ruang laktasi;

Toilet pria dan wanita;

. Kantin;

(. S%arana dan prasarana  penunjang lajrlnya SCHILA

TR EALp TR




e —

dengan Ketentuan perundang-undangan.

3. | Kompetensi 5

Pelaksana

Tq.._?P:ngawaa 1.

| Internal

r——

pelavanan;

2. Mampu Mengoperasikan Komputer.

Perigewasan secam  berjenjang oleh  Kepala Seksi

Pemberdayaan Masyvarakat, Sckretars Kecamatan dan
_ Camat.
(5. | Jumlah Satu orang palaksana Seksi Pemberdavaan Masvarakat,
L Pelaksana yvaltu Pengelola Pemberdeyaan Masvaralkeat,
' 6. | Jaminan 1. Terbitnya surat rekomendasi; )
| Pelayanan 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel
| 7. | Jaminan |. Surat rekomendasi vang diberikan dijamin keabsahannya
Keamanan dan dapat dipertanggungiawabkan;
dan 2, Petugas vang mengukur dan membuar | Surat

Keselamatan

rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari atasan

Pelayvanan langsung
(B | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Kinerja rutin dan evaluasl ahunan;

Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Repudasan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelayanan

4, STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IMB HANYA UNTUK FUNGSI HUNIAN
DI LUAR KAWASAN PERUMAHAN YANG DI BANGUN OLEH PENGEMBANG

DENGAN LUAS BANGUNAN MAKSIMAL 250 M=,

DAN KAWASAN

PERUMAHAN YANG SUDAH MENJADI MILIK INDIVIDU

Ko | Komponen

Uraian

SBERVICE DELIVERY

1. | Persyaratan

2, FotoCopy KTP atau bukti diri lainnya

Foto Copy Akta Pendirian bagl perusahaan yang berstatus Badan

Hukum / Badan Uszaha atau Folo Copy Anggaran Dasar vang

sudah disshlan bagi Koperasi dan sejenisnya

L Sural Kuasa apabila pemohon menguasakan
Foto Copy Sertifikat/Akta tanah atau bukti perolehan atas tanah
Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematubl
persyaraian teknis bamgunan dengan pedoman teknis sesuai
ketentuan yang berlaku

. Gambar konstruksi banpgunan

g Perhitungan konstruksi bangunan bagl bangunan bertingkat /
Pritlustie

b, lzin tetangga bagl bangunan non industr dan rumah tinggal yang
diketahui oleh Ketua BT, Ketua BW dan Kepala Desa/Kelurahan;

L. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (5TTS] Pajak Bumi dan
Bangunan [PERE] tahun tarakhir

8




10,

. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015

Lingkungan Provinsl Jawa Barmat |(Lembaran Negara
Republik Indonesis Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5033

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambshan Lembaran Republik Indonesia
Nomaor 52345

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa  kall dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ientang
Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S6TG);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

Peraturan Pemeérintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 téntang Bangunan Gedung (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26];
Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang = Undang Nomor 25 Tabun 2009
tentang Pelavanan Publik (Lembaran MNegara Eepublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerash (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Momor 2036);
Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayansn (Berita Negam Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor &615);

Peraturan Dwerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan  di  Kabupsaten Bandung  (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); |




| 11.Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020

Tentang Pedoman Penyvelenggaraan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110

12, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

13. Pergturan  Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
BandungKedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
39,

I4. heputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-
KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

_Pemerintahan Dard Bupati Kepada Camat.

2. | Sarana, 1. Gedung;
Prasarana den | 2. Parkir umum;
Pasilitas 3. Loket antrian;
4. Ruang munggu pelavanan, dengan fasilitas meliputi ;
H. televisi
b. bahan bacaan;
©. monitor antrian;
d. penveluk udara;
e alr minum;
£ hotspot/wifi;
g. terminal charger;
b, area bermain analks
i. area merokook;
5. Media informasi dan sarang pengelolaan pengaduan;
6. Ruang ibadah;
7. Ruang laktasi;
8. Toilet pria dan wanita;
8. Kantin;
10, Sarana dan  prasdarana  penunjang  lainnva  sesual
dengan kotentuan ptrum:langrum:langan
'3, | Kompetensi (1. SDM yang menjunjung tinggl perilaku dan etika
Pelaksana pelayanan;
[ ol J. Mampu Mengoperasikan Komputer.
4, | Pengawasan Penpawasan  secara  bergenjang  oleh Kepala Seksi |
| | Interrual I‘-‘a.-mhna.nguna.n. Sekretarts Kecamatar ¢ dE_ujl Cmt_
5 | Jumlah ‘Batu o nmng pﬂlal-:unu Seksd F:mhanng;an.
| Pelaksana
| 6. | Jaminan 1. Terbitnya surat IME;
| Pelayanan h Integritas, Profesional, dan Akuntabel
7. | Jaminan 1. Surat IMB vang diberikan dijamin keabsabannyve dan
KeRmanan dapal dipertanggungjawabilcan;
dan 2. Petugas yang mengukur dan  membuat  Surat
Kesclamatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dan atasan
s Pelayanan  langsung
| B. | Evaluasi |. Pelaksanaan evaluasi kinerja pcla.kma dilakukan secara




Kinerla rutin dan evaluasi tahunan:
Pelaksana 2. Pelaksansan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelavanan '

5. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI ADMINISTRASI
PENERBITAN LJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)] UNTUK BANGUNAN
BARU DI ATAS 250 M~

No | HKomponen Urnian

SERVICE DELIVERY

l. | Persyaratan Foto Copy KTF atau bukt| dirt lzinnya
| k. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusabaan yang berstatus Badan

Hukum / Badan Uszha atau Foto Copy Anggaran Dasar yang
sudah disahkan bagl Koperasi dan sejenisnya

e Surat Kuasaapabila pemehon menguasakan

d. Foto Copy Sertifikat/Akta tanah atau bukti perolchan atas tanah

e Surat pernyataan pemochon fentang Resanggupan mematuhi

| persyaratan teknis bangunan dengan pedoman teknis sesuai

[ ketentuan vang berfaku

[ Gambar konstruksi banpgunan

g Perhitungan konstruksi bangunan bagl bangunan bertingbat /
industri

h. Izin tetangga bagl bangunan non ndustei dan rumah tnggal yang
diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/ Kelurahan;

{,  Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pakik Burmd dan
Banguisan (PBE) tahun terakhir

P

2. Sistem
Mekanizme i k.

.\‘ 1
din Prosedur I ﬁ

o

i. [

Heterangan

a. Pemohon datang ke loket pelaganan

b.. Petugas menerima dan verifikiasi kelengkapan berkazs

¢, Pembuatan dan penandatanganan surat 1En




mendirikan tmnm.:nanm }iﬁﬁ]
mensurvey kelapangan
d. Petugas layanan menyerahkan surat ke permohon

setelah um teknis

ammm

4. |Jangka Waktu | Paling lama 14 hari kerja terhltung sejak penyerahan
Penyelesaian | berkas persyaraian secara lengkap

4. | Tarif Biaya Tidak dikenakan biaya/gratis

5. | Praduk Rekomendasi  Administrasi  Penerbitan  ljiin  Mendirikan
pelayanan Banpgunan (IMB] Untuk Bangunan Baru D1 Atas 250 m?*

6. | Penanganan Pemahon/ Masyarakat vang tidak pua;_ dan dirugikan atas
Prngaciuan, jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas Pelayanan.,
saran dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara;

kan i, Melakukan konfinmasi kepada petugas pelavanan
. b. Melaporkan langsung kepada pimplinan [ atasan petugas
pelayanan
¢. Melalui e-mail kec_cangkusngibandungkaty go.ld
d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran vang telah
distdiakan
¢. Nomor Telepon (022) 5940100
f. Website Layanan Asplrasl & Pengaduan
| hittps:/ flaporgo.id
MANUFACTURING

I. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten dalam LingKungan
Provinsi Jawa Barat | Berta Negara Republik Indonesia
Tahun 19530) scbagaimana telah divhah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 lentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pemerintahan  dacrah  Kabupaten  dalam
Fingkungan Provinsi Jawa Barl [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 28511,

2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 (entang
Pelayanan Publik (Lembaran Nogara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5038];

d. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran  Wegara Ecpubllk Indonesia Tehun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 3587)
schagaimana telah diubah bebempa  kali dengan
Undang-Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang
FPerubahan kedos atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 lentang Pemerintehan Daerah (Lembaran

[entang

Megam  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,




10.

11,

12,

13,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
by,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (entang
Bangunan Gedung ([Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelavanan Publik (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomaos 215, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53571

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daersh [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Pendavagunasn Apearatiir Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Daerah Kesbupaten Bandung Nemor 12

Tahun 2013 tentang Partisipasi Magyarakat dam
keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaroan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lemboran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020

Tentang Pedoman Penyvelenggaraan Pelayanan Publik di '

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berito
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 20022 tentang
kedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah [Berita
Dasrah Kebupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang  Pedoman Tugas, Pungsi dan Tata Kerja
Kecamatan di  Lingkungan Pemenntah  Kabupaten
Bandunghedudukan dan Susonan Perangkal Daerah
(Berita Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
49

Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-
KSOTDA/2019 Tentang Pellmpahan Scbagian Urusan
Pemerintahan Dard Bupatl Kepada Camat

SHranE,
Prasarana dan
Fasilitas

i G0 B s

Gedung;

Farkir umum;

Loket antrian;

Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliputi :
. televisi;

b, bahan bacaan;

. monltor antrian;

d. penvejuk udara;

€. Alr minum;



| . hotspot /wifi;
| g. terminal charger;
h. area bermain anak;
I, area menokok;
3. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
b, Ruang ibadah;
7. Ruang lakrasi;
| 8. Toilet pria dan wanita;
0, Kantin;
0. Sarana dan prasarana penunjang lainnyva sesuai
. dengan ketentuan perundang-undangan.
|-3. Hompetensi 1. SDM vang menjunjung  tinggi perilaku  dan  etika
Pelaksana pelayanan;
| - “MH.ITIFILI Mengoperasikan Komputer.
4, | Pengawasan |1, Pengawasan secara berenjang olch Kepala  Seksi
Internal |  Pembangunan, Sekretaris Kecamatan dan Camat.
5. | Jumlah qﬂm orang palaksana Seksi Pembangunan,
i Pelalksana
|6, | Jaminan 1. Terbitnve Rekomendasi Administrasi Penerbitan ljin |
Pelayanan - Mendirikan Bangunan (IMB] Untuk Bangunan Baru Di
Atas 250 m?;
. 2 Integritas, Profesional, dan Akuntabel
| 7. | Jaminan . Rekomendasi Administrasi Penerbilan [fin Mendirikan
Resmanan Bangunan (IMB] Untuk Bangunan Baru DI Atas 250 m?
daEn vang dibernkan dijamin  keabsahannva dan  dapat
Reselamatan dipertanggungjawablean;
Pelayvanan 2. Petugas vang mengukur dan  membust Surat
| rekomendasi telah mendapatksn penugasan dar atasan
langsung
8. | Evaluasi 'I. Prlaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secars |
Kinerja [ rutin dan evaluasi tahunan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelavanan

6. STANDAR PELAYANAN MONITORING DAN EVALUAS] PELAKSANAAN

KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN/DESA DAN ANTARA
KECAMATAN /DESA DENGAN SBWASTA DALAM SKHALA HABUPATEN DI
KECAMATAN

No | EKomponen Uraian
BERVICE DELIVERY
1. | Persvaratan g, Dokumenflaporan pembangunan antsr kecamatan/desa dan |

antara kecamatan/desa dengan swasta dalam skala kabupaten
di kecamatan




[ 2. | Sisbem
Mekanisme
dan Prosedur

Pervelesaian

Jangka Wakty | |

2= W

Heterangan
Pemohon datang ke loket pelayanan

A,

b. Petugas menerima laporan

€. Petugas melaksanakan
pembangunan

d. Petugas menverahkan berita fcara monitoring dan |

monitoring: dan  evaluasi

= e R

Paling lama 14 hari keria terhitung sejak penverahan
berkas persvaratan secor lenglkap

—cem o

L Tarl Biaya
[ 3 | Produk
pelayanan

Tidak dikenakan biaya /gratis
Berita Acara monitoring dan evaluasi pembangunan

G, | Penangansn
Pengaduan,
BAEAT dan
masukan

Pemohon /Masyarakat vang tidak puas dan dirugilkan atas

jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas Pelayanan,

memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:

a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan

b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas
pelavanan

c. Melalui e-mail ke cangkuangd@bandunglab,go, |d

d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah

disediakan

Nomor Telepon [D22) 5940100

Website Lavanan Aspirasi & Pengaduan

hitps:/ /laporgo.id/

g

1. | Dasar Hukum

. Undang — Undang MNomer 14 Tohun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Momor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubaoh Undang - Undang Momor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan  deerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinst Jawsa Bamt (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan




e

--------

2, Undang - Undidng Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Fembentuikan Peralturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambshan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Megara Republik
Indomesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kall dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 fentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelavanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
Keterbukean Informesi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan  di  Kabupaten Bandung [Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);

10. Peraturan Bupatl Bandung Nomor | Tahun 2022 tentang
Eedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bedia
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

Ll.Peraturan Bupaii Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tupas, Fungsi dan Tata Kera
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupsaten
Handungkedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah
gf}:-rit.n Deerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor

H
12, Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.6l5.




_ Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

Sarana, 1. Gedung
Prasarana dan | £. Parkir umum;
Easilitas 4, Loket antrian,
4. Ruang munggu pelavanan, dengan fasilitas meliputi :
g. televisi;
b, bahan bacaan;
. monitor antrian; I
d, penyejuk udars;
£, air minun |
F, hotspot /will;
g. terminal charger;
h, ares bermain anak;
| area merokok;
5. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
, 6. Ruang ihadah;
I 7. Ruang laktasi;
8. Toilet pria dan wanita; |
| 9, Rantin;
| 10.Sarana dan pmsamna  penunjang lainnva  sesual
i dengan ketentuan perundang-undangan.
3. | Koempetensi 1. 5DM wvang mmjunjung”rf.nﬂ-j perilaka  dan  edka
Pelaksang pelavanan;

., Mampu Mengoperasikan Kuﬂ}gulrr |
|4, |Pengawasan |l. Pengawasan secara berjenjang oleh Kepala Seksi |
_ Internal Pembangunan, Sekretaris Kecamatan dan Camat. _
[:5. |Jumlah Satu orang palaksana Seksi Pembangunan, '
| |Pelaksana | - |
| 6. |Jaminan l. Terbitnya berita  acara  monitorng  dan  evaluasi |

Pelavanan pembangunan;
4. Int&grn&s.. Hﬂfeakmal dan Akuntabel
| 7. | Jaminan 1, Berita acara monitoring dan cvaiuasi p:mthgund.n'
heamanan diberikan dijarnin Keabsahannva dan dapat
dan dipertanggungjawabkan;
Resclamatan (2. Petugas. yang menpukur dan  membuat Surat |
Pelayanan rekomendast telah mendapatkan penugasan dari atasan
| langsung
8. | Evaluasi . Pelaksanaan evaluas] kinera pelaksana dilakukan secara
Kinerja rutin dan evaluasi tahunar;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelayvanan |
7. STANDAR PELAYANAN PENCATATAN DAN PENDATAAN HOPERASI DAN
UBAHA MIKRO KECIL MENENGAH [UKM)} DI KECAMATAN
No | Komponen Uralan

SERVICE DELIVERY




No | Komponen Uraian
1. | Persvaratan a. FC 5K pendirian koperasi / Domisili Usaha
h. FCETP
[ 2. | Sistem
Mekanisme
i dan Prosedur g _ﬂ
d. o
Keterangan

a. Pemohon datang ke loket pelavanan

b, Petugas menerima berkas

&, Pendatsan koperasi dan UMEM

d. Peluges layanan menyerahkan surat ke pemohon

. |Jangks Waktu | Paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penverahan
_ Penyelesaian | berlas persyaralan secara lengkap
4. | Tarifl Biaya Tidak dikenakan hiaya / gratis
5 Produk Data l-.‘.up:rumdleMI-.,M
pelayunan
6. | Penanganan | Pemohon/Masvarakat vang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, jasa pelavanan yvang diberikan oleh petugas Pelayanan,
saran dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara;
Sraailean a, Melakukan konfirmasi kepada petugas pelavanan
b. Melaporkan langsung kepads pimpinan | atasan petugas |
pelayanan
c. Melalui e-mail kec cangkusned bandunglkab, go. i
d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran !.ra.ng telah |
disediakan
| ¢, Nomor Telepon (022 5940 10K
| ].i.l’r:hsltf . Layanan Aspirasi &  Pengaduan
T i i ...—.———M—sli I
MANUFACTURING =

1

| Dasar Hukum |

l. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupalen dalam Lingkungan
Provinsi Jaws Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan Undang




;.u

— Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat {Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesis
Nomor 5234);

« Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah dinbah  beberapa kali  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SHT);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelayanan Publik (Lembarnn Negara Republik
Indonesia Tahun 20012 MNomor 2105, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesla Nomor 5357);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Siandar Pelavanan (Berita Negara Bepublik
Indoresia Tahun 2014 Nomor 6 15);

Peraturan Dacrah  Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipas Masvarakat dam
keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Pacrah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
Peraturan Bupatli Bandung Nomor 110 Taehun 2020
Tentang Pedoman Penvelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);

10, Peraturan Bupati Bandung Nomor | Tahun 2022 tentang

Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daecrah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

11, Permturan  Bupati Bandung MNomor 39 Tahun 20232

tentang  Pedoman  Tugas, Fungsi dan Tala Kerja

--------




r———

Recamatan i Lingkungan Pemeriniah Kabupaten
Bandungkedudukan dean Susunan Perangkat Daerah
{Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
Ju);

12 keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-
| KSOTDA/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
: | Pemerntahan Dari Bupati Kepada Camat.

2, | Sarana, | 1. Gedung;
Prasarantia dan | 2. Parkir umum;
Fasilitas 3. Loket antrian;
4. Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliputi -
televisi;
bahan bacaan;
monitor antrian;
penyejuk udara;
air minumny;
hotspot /wifi;
terminal charger;
area bermain enalk;
arca merokok;
a2, Mcdla informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
6. Ruang ibadah;
7. Euang laktasi;
B
0
1

STEREY R LI P

. Toilet pria dan wanita;
. Kantn;

0.8arang dan prasarana  penunjang lainnya  sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

3. | Kompetensi |1, SDM yang menjunjung tGngg  perilaku  dan  etika |
Pelaksana pelayvanan;

2. Mampu Mcngﬁpﬂ*ﬂgﬂgg_l} Komputer,

. Pengawasan secaras  berjenjang  oleh  Kepala  Seksi

=)

4, | PEngawasan

| Internal Pembangunian, Sekretaris Kecamatan dan Camit.
5. |Jumlah Satu omng palaksana Scksi Pemberdayaan Masyarakat,
Pelaksana
| 6. |Jaminan |1, Tersdianya Data koperasi dan UMKM;
: Pelayanan 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel
i 7. | Jaminan 1. Data koperasi dan UMKM vang diberikan dijamin
Keamanmn keabsahannya dan dapat diperfanggungjawabkan;
itan 2, Petugas vang mengukur dan  membuat | Surat
Keselamatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan der atasan
Pelayanan langsung
8, | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilekukan secarn
Kinera rutin dan evaluasi tahunan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbalkan dan
Mo Rgaian WInEa peiayanan

8. BTANDAR PELAYANAN FASILITAS] PENCATATAN SIPIL SEKALA
HKECAMATAN



No | Komponen Urnian
SERVICE DELIVERY
] Pergyvaratan Akta Kelahiran
a. Formullr F-2.02
by Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan /Penolong kelahiran
¢, FC Kartu Ketuarga dan KTF orang tua
d. FC KTP dua omng saksi
e, Kutipan Akta Pernikahan crangtua
2. | Sistem
Meranisme . Ik
dan Proscdur ﬁ E E I
d, C.
ﬂ
Heterangan
a. Pemohon datang ke loket pelayanan
b, Petugas menerima berkas
c. Proses penginputan data eleh operator Adminduk .
d. Petugas layanan menyerahkan surat ke pemobon
J. | Jangka Waktu | Paling lama 60 menit terhitung sejak penyerashan berkas
Penvelesalan | persvaratan secara lengkap
4 Tanl Biayva Tidak dikenalkan biaya /gratis
5. | Produk Akia Kelahiran
pelayanan
G, | Penanganan Pemohon / Masyarakat vang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, | jasa pelayanan yang dibenkan oleh petugas Pelayvanan,
RATAN dan | Memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:
R e a, Melakukan konfirmasi kepada petugas pelavanan
| b. Melaporkan langsung kepada plmpinan | atasan petugas
pelavanan
le. Melalul e-mail kec canghuang@bandungkab.go.id

'd. Memasukan saran pendapat ke kotak samn vang telah

L L
MANUFACTURING

disediakan

¢, Nomor Telepon [(22) 5940 100

. Website Layanan Aspirasi & Pengaduan
| 711 ey,




Dasar Hukum

1.

9.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun [950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Ropublik Indonesia
Tahun 1950| sebhagaimana telah diubah dengan Undang
— Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
habupaten Purwakaria dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pemerintahan daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Frovinsi Jawa Barat [Lembaran MNegara
Eepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Feraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 52344,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
[embaran Negara REepublik Indonesia Nomor 5587
sehagaimsana  telah  diubah  bebempa  kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 MNomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SLTU);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adminduk sebagimana telash diubah Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Admindulyg

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelakasansan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelavanan Publik [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5357);
Peraturan Presiden MNomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaltaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Mented Dalam Neger Momor 80 Tabun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daersh [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20356(;
Peraturan Mepteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelavanan Administras! kependuedukan secara
Daring;

Li Peraturan Menterl Dalam MNegerd MNomor 1OS Tahun

2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peratuman
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan




— e

15, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 entang

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 222 |

I7.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-

dan Tatacara Pendalftaran Penduduk dan Pencataman
Sipil;

Ll.Peratummn Menteri Dalam Negerl Nomor 109 Tahun |

2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan |
datam Administrasi Rependudukan;

12, PFeraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara

dam Reformas! Blrokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang |
Pedoman Sandar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 613);

Id.Peraturan Dacrah Kabupaten Bandung Nomor 12

Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan |
Pemerintahen dof Kabupaten Bandung (Lembaran |
Daerah kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); I

1% Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 |

Tentang Pedoman Penyelengearaan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita |
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1 10); !

hedudukan dan Susunan Perangkat Daerah [Berita
Dacrah Kabupaten Bandang Tahun 2022 Nomor 1);

tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
hecamatan di Lingkungan Pemenntah Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkalt Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
a9,

KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Secbagian Urusan
Pemerintahan Dan Bupati Kepada Camat.

2. | Sarana, 1. Gedung;
Prosarana dan | 2. Parkir umum;
Fasilitas 3. Loket antrian;
4. Ruang tunggu pelayanan, dengan (asilitas meliput :
B, lelevisi;
b, bahan bacaan;
€. monitor antrian;
d. penyejuk udarm;
¢, air minum,
f. hotspot/wifi;
g. erminal charper,
h. ares bermain anak;
i. ares merokok;
h: edia informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
6. Ruang ibadah;
7. Ruang laktasi:
B. Toilet pria dan wanita;
9. Kantin;
10, Sarana dan prEsarana  penunjang  lainnva  sesus
dengan ketentuan perundang-undangan.
J. | Kompetensi 1. SDM  yang menjunjung tnggl perdlaku  dan etika
Pelaksana pclayanan,
. Mampu Mengoperasikan Komputer,
4, | Pengawasan Pengawasan sccara berjenjang  oleh  Kepala  Scksi
Internal Pemerintahan, &E{etarm Recamatan dan Camat. I
5, |Jumlah Satu orang palaksana Seksl  Pemeriniahan,  yaitu
Petaksana Pengadministrasi Kependudukan, '
6. |Jaminan l. Tersedianya administrasi kependudukan i lingkup
Pelayanan kecamatan;
2. In'rrg'l_"i_t_.'afm!’:rql':ﬂhnal. dan Alkuntabel
7. | Jaminan 1, Administrasi kependudukan yang diberikan  dijamin
Keamanan keabsahannya dan dapat dipertanggunglawabkan;
dan 2, Petugas vyang mengukur dan membuat  Surat
Keselamatan | rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari atasan
__Felamllan | langsung
8. | Evaluasi (1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara
Kinerja | rutin dan evaluasi wwhunan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Repuasan uniuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelayanan

9. BSTANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA

No | Komponen Uraian
SERVICE DELIVERY
[ 1. | Persyaratan 1. KK Baru
. Membawa Surat Pengantar dari BT / BW dan Desa
setempal

b. Sural Izin Tinggal Tetap bagi WHNA

c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan

d. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang dalam
Wilayah NKRI

e, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
| 2, KK Perubahan
a, Membawa Surat Pengantar dari RT / RW dan Desa
sElempaEl
| b, Membawa KK Asli
: t. Fowo Copy data identitas diri vang mengalami
| perubaban
| d. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang hila
| mutasi pindah/dating
. Foto Copy RKulipan Akta EKelahiman ‘ila ada |
' penambahan anggota |
2. | Sistem
Melkinisme .
dan Prosedur

£ -




= W

Keterangan

. Pemohon datang ke loket pelavanan

b. Petugas menerima berkas

¢. Proses penginputan data oleh operator Adminduk
i, Petugss layanan menyverahkan surat ke pemohon

Jangka Waktu

L

Faling lama 60 menit techitung sejak penyerahan berkas

il Penyelesalan | persyaratan secara lengkap jika server kemendagri lancer.
Taril Biaya Tidak dikenakan biava /gratis
Produk Rartu Keluarga
pelaysin
Penanganan Pemohon /Masyarakar yang Udak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, Jasa pelayanan vang diberikan oleh petugas Pelavanan,
SATAN dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:
R — A, Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
b Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan pelugas
pelayanan
¢. Melalui e-mail kee cangkuangdbandungkab go,id
d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah
disediakan
¢, Nomor Telepon (022] 39440100
I, Wechsite Layanan Aspirasi & Pengaduan
| hupw//lapor.goid/
MANUFACTURING
Drasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemenmiahan datrah Rabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubeh Undang — Undang Nomor 14 Tahuin 1950
tentang  Pemerintahan  dacrah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembarmn Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor S038);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011

_Pembentukan  Peraturan

tentang
Perundang-undangan




0.

11.

12.

13.Peraturan Daerah Kabupalten Bandung Nomor 12

14,

(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesig
Nomaor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rtentang
Pemerintahan  Dacrah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kall dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubsban Kedus atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor
2079

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (entang
Adminduk sebagimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 lentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adrmindulk;

Peraturan Pemerintah Nomor 9% Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5357}
Peraturan FPresiden Nomor 96 Tahun 2018 (entang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaliaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berits
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036];
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 201%
tentang Pelavanan Administrasi Kependudukan secars
Daring,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2019 tentang Pemturan  Pelaksanaan  Peratumn
Presiden NMomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tatacara Pendaftacan Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Fe?-a.mmn Menteri Dalam MNegeri Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulic dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan

Peraturan  Menlerd Pendayvapunaan Aparatur Negarn
dam Refornwmsi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6G15);

Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggarisan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung [Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 |
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publik di |
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung [Bernta |




Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);

1 5. Peraturan Bupatl Bandung Nomor 1 Tahun 2022 entang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Userah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Namor 1);

16, Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang  Pedoman  Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan o Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandunghedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
g'j-;ﬂta Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor

I+

I7.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep615-
KSOTDA/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Deri Bupati Kepada Camal.

kinera

2, | Sarana, 1. Gedung;
Prasarana dan | 2. Parkir umuam;
Fasilitas 3. Loket antrian;
4. Ruang tunggy pelayanan, dengan fasilitas meliputi ©
a. lelevisi;
b. bahan bacaan;
C.  mpnitor antrian;
d. penvejuk udara;
£, Alr mimam;
I, hotspot,/ will;
E. lermingl charper,
h. area bermain anals
i, area merokok;
5. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
6, Ruang ibacah;
7. Ruang laktasi;
8. Toilet pria dan wanita;
9, Kantin;
10. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesual
f dengan ketentuan perundang-undangan.
3 | KEompeiensi 1. SDM yang menjunjung tnge perlaky dan etika
Pelaksana pelayanan
| #. Mampu Mengoperasikan komputer, o
4, | Pengawasan | Pengawasan secara  berenjang oleh  Kepala  Seksl
]nu.*rna] Pemerintahan, Sekretaris Kecamatan dan Camat,
5. | Jumlah Batu  omng palaksana  Seksi Pemerintahan,  vaitu
Pelaksang P:ngadminl.ﬂmﬁ l-.epfnduduka.n
6. | Jaminan 1. Tf:ran:dlang.-n dokumen I::pl:nduduka.n di lingkup
Pelayanan kecamatan,
2 Inte-gntna. Profesional, dan ﬁl-r.unl:abei
7. | Jaminan 1. Administrasi kependudukan yang diberikan dijamin
Reamanan keahsahannva dan dapat dipertangeungiawabkan;
dan 2, Petugas vang mengubkur dan  membuat  Surat
Kesclamatan mekomendast telah mendapatkan penugasan dari atasan
Pelayanan langsung
8. | Evaluasi 1, Pelaksanaan evaluasi kinerja  pelaksana dilakukan

secara rutin dan evaluasi tahunan;




Pelaksana

2, Prlaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan |
TheNAgiRT InCUS Po-ayaran

10. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KTP-ELEKTRONIK

No

Komponen

Traian

SERVICE DELIVERY

L. | Persyaratan . Fota Copy Kartu Keluargs (terdaftar dalam Kartu
Keluarga|
4. Telah Dberusia 17 [(tujuh  belas) tahun/sudah
kawin/pernah kawin
2. | Sistem
Mekanisme | a.
dan Prosedur | F‘
‘ d.
Keterangan
a. Pemohon datang ke loket pelavanan
b. Petugas menerima berkas
£, Proses penginputan data oleh operator Adminduk
i. Petugas layvanan menyerahkan sumt ke pemohon |
3. |Jangka Wakiu | Paling lama &0 menit terhitung sejak penverahan berkas |
| Penvelesaian persvaratan sccars lengkap jika server kemendagri ncer,
4. |Tarif Biaya | Tidak dikenakan biaya/grails -
5 | Produk KTP-Elektronik |
pelayvanan [
B, | Peianganan Pemohon /Masyarakat vang tidak puas dan dirugikan atas |
Pengaduan, jasa pelayanan vang diberdkan oleh petugas Pelavanan,
——_ dan | memilikd Hak melakukan pengaduan dengan cara:
asikan a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayvanan

b, Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas
pelavanan [

e, Melalul e-mail kee canghuangitbandunpghkab_pn.id

d. Memasikan saran pendapat ke kotak saren vang telah |
digedialkan

| e Nomor Telepon (022) 5940100




Website Lmra_nan Aspirasi &  Pengaduan
hitps://lapor.go i)

MANUFACTURING

- Dazar H'l.lkun'l

1. Undang - Undang Nomor 14 Tshun 1950 tentang

Pemerintahan daermbh Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negam Republik Indoncsia
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pemerimahan  daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barmat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang - Undang Nomor 25 Taehun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negam Eepublik indonesia
Tehun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5038,

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 temang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Eepublik Indonesia
Momor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

femerintahan Daerah (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
schagaimana telah  diubah  beberapa  kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedus atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republit Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2679},

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Adminduk sehagimana telah diubab Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perdbahan  atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 1entang
podmindulks:

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelavanan Publik [Lembaran Negara Eepuhlik
Indonesia  Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negam Hepuhlik Indonesia Nomor 5357}

. Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang

Persvaratan dan Tata Cara Pendaltaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara |




Daring,

L0 Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 108 Tahun

2019 ientang Pemluran Pelaksansan  Peraturan

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan

glmﬂ Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
pil;

L1 Peraturan Menterd Dalam Negerl Nomer 109 Tahun
2019 tentang Formullr dan Buku vang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan;

|2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negam Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6135);

13, Peraturan  Dacrah  Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di  Kabupaten Bandung [Lembaran
Daerah kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomaor 12);

| 4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Beriia
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);

1 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
hedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berdta
Daecrah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kega
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
39,

7. keputusan Bupatl Bandung Nomor 137.1/Kep.bl3-
KSOTDA/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Sarana,
Prasarana dan
Fagilitas

L, Gedung;
2, Parkir umum;
3. Loket antrian;
4, Buang tunggu pelayanan, dengan fasilitas mellputl ;
a, Lelevisi;
b. bahan bacaan;
. monitor antrian;
d. penyejuk udara;
€. air minum;
[ hotspot S will;
g. terminal charger;
b, area bermain anak;

i. area merkok;
5. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
3, Ruang ibadah:
7. Ruang laktasi;
8. Toilet pria dan waniia;
9. Kantin;
10, Samna dan prasarana ponunjang  lainnya  sesual




dengan ketentuan perundang-undangan,

3, | Kompetensi | |, SDM yang menjunjung tinggi perilaky dan etika
Pelaksana pelayanan;

L 2, Mampu Mengoperasikan Komputer,
4. | Pengawason Penpgawasan secars  berjenjang  oleh  Kepala  Seksi :

| Internal | Pemerinuahan, Sekretaris Kecamatan dan Camat,
5. | Jumlah Satu  orang palaksana Seksi Pemerintahan, yaitu |
. Pelaksana Fengadministrasi Kependudukan.
B, | Jaminan 1. Tersedianya dokumen kependudukan  di  lingkup '
Pelayanan kecamatan,
| 2, Integritas, Profesional, dan Akuntabel
7. |Jaminan I. Administrasi kependudukan yang diberikan dijamin
Keamanan keabsshannyva dan dapat dipertanggungiawabkan:
i dan 2. Petugas yang mengukur dan membuat | Surar
Keselamatan rekomendast telah mendapatkan penugasan dari atasan
| | Pelayanan langsung
'8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana  dilakukan
' Kinerja secara Tutin dan evaluasi tahunan:
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelayanan

11. STANDAR FELAYANAN HOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

GARAPAN
No | Komponen Uraian
SERVICE DELIVERY
.  Persyaratan I. Surat permohonan/pengaduan
2. Dasar/alasan pengaduan
3. Cambar lokasifskets tanah vang dipermasalabhkan
4. Buklkit kepemilikan
2. Identitas Pemohon [ Pengadu
&, Fowkopi identitas Penerima Kuasa dan Sural Kuasa jiks
dikuasalan |
2. | Sistem
Mekanisme . ks,
dan Prosedur ﬂ i 3
. 0




a.
.
&,
d.

-

Pemohon datang ke loket pelayvanan
Petugas menerima dan verifikasi kelengkapan berkas
Fasilitasi sengketa antara pemohon dan termohon

Jangka Waktu
Penyelesalan
Taril Biayva

Petugas menyerahkan berita acara hasil mediasi

Paling lama 2 hari kerja terhitung sejak penyerahan berkas |

persyaratan secara lengkap
Tidak dikenakan biaya /gratis

i

Priosdulk
pelayanan

Herita Acara penyelesaian sengketa tanah garapan

Penanganan
Penpgaduan,
BELIARN dan
MaSUEAn

a

b,

-

Pemohon /Masyarakat yang tidak puas dan dirugikan atas
jnsa pelayanan yang diberiken oleh petugas Pelayanan,
memillki Hak melakukan pengaduan dengan cara;

Melakukan konfirmasi kepada petugas pelavanan

Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas

pelayanan

. Melalui e-mail kec cangkuane@ bandungkab,go.jd
d.

Memasukan saran pendapat ke kotak saran vang telah
disediakan

Namor Telepon [022) 3940100

Wehgite Layanan  Aspirasi &  Pengaduan
hicos/daporgojd)

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun

. Undang-Undang  Nomor

18530 tentang
Pemerintahan deerah Kabupaten dalam  Lingkungan
Provinsi Jawa Bamt | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950)] sehagaimana telah diubah dengan Undang
- Undamg Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembeniukan
Kabhupaten Purwakarta dam Kabupatén Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1850
tentang Pemerintshan  dasrah Kabupaten  datam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851];
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pelavenan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembamn Bepublik
Indonesia Nomor 5038

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran MNegara REepublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234);

23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




gy
Prasarana dan
Fasilitas

schagalmana  telah diubah beberapa kall  dengan |

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua aas Undang-Undang Nomor 23 |

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran

Negara Republilk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

;ﬁa%hahanumnmn Negara Republik Indonesia Nomor
Ii

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayvanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Noemor 215, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomaor 5357]:

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanghan Nasional Nomor 4 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang ,; Badan Peranahan Nasional (Berita
Megara Tahun 2017 NMomor 431);

7. Peraturan Mentetl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

B. Peraturan Menteri Pendavegunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 615}

9. Peraturen Daersh Kabupaten Bandung Nomor 12 |
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam |
Keterbukasn Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan  di  Kabupaten Bandung (Lembaran |
Caerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

10, Peraturan Bupatl Bandung Nomor |10 Tahun 2020 |
Tentang Pedoman Penvelenggaraan Pelayanan Publik &
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita |
Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Momor 1140);

11, Peratuwran Bupat Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkal Deerah (Berita |
Daerah Kabupaten Bandung Tabun 2022 Nomor 1);

12 Pemturan Bupatl Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsl dan Tata Kerja
Kecamatan  di  Lingkungan  Pemerntah  Kabupssien
Bandungkedudukan dan Susunin Perangkat Dacrah |
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor |
39 [

13.Keputusan Bupati Bandung Nomor [37.1/Kep.Gl3-

KSOTDA/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

Cedung;

Parkir umuinm,

Loket antrian;

Ruang tungegu pelavanan, dengan fagilitas melipun

BN

a.  relevisi;
h. hahan hacaan;
C. monitor antrian;




pervejuk udara; |
alr minumm;
hotspiot [/ will, |

terminal charger, |
area bermain anak;

Hrea merokok;

5. Medfa informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;

B. Huang ibacdah;

7. Ruang laktasi;
H
h,

~Emonn

. Toilet pria dan wanita;
Ranting
10.Sarana dan prasarans penunjang lainnya  scsual
dengan ketentuan pnruminngaunﬂangun |

3. | Kompetensi . SDM yang menjunjung Ungg perilaky dan  etika |
Pelaksana pelayanan;
2. Mampu Mengoperasikan Komputer, |

4. | Pengawasan Pengawasan secars bergjenjang  olch  Kepala Sckal |

Internal | F‘:mrnutﬂhun Sekrelaris Kecamatan dan Camat
8. |«Jumiah Satu or nt'n.ng palaksana Seksi Pemerintahan, yvaitu Pengelola |
Pelaksana PBB P2 dan BPHTB,
|E1_ Jaminan 1. Terbitnya Berita Acara Penvelesaian Sengketa Tangh
Pelayanan Lsham;
2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel
7. | Jaminan 1. Berita Acara ﬁéﬁ"ﬂ'elemm Etlmkf:m Tanah Lahan yang
Keameanan diberikan diijsrmin keabsahannva can dapat
dan dipertanggungiawabkan;
Kesclamatan 2. Petugas vang mengukur dan membuat Berita Acara
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah Lahan telah
mendapathan penugasan dari atasan langsung
8. | Evdluasi I. Pelaksanaan ecvalussi I-unl::ljﬂ pelaksana  dilakukan
i Kinerja secars rutin dan evaluasi mhunan;
Pelaksana 2. Pelaksansan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelayanan

12. STANDAR PELAYANAN HKOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH TANAH
ULAYAT MELALUI MUSYAWARAH DI KECAMATAN

No | Komponen Uraian

SERVICE DELIVERY

1. EP'Esg.'&:ml:.'l.n Surat permohonan )/ pengaduan

Casar/alasan pengaduan

Cambar lokasi/skets anah vang dipermasalahkan
Bulti kepemilikan

[dentitas Pemohon /Pengadu

» Folokopl ldentltas Pencrima kuasa dan Surat kuasa |ika

kW=




No | Komponen Uraian
dikuasakan
2. | Sistem
| Mekanisme | a, b,
dan Prosedur i B
|
|
a. Pemohon datang ke loket pelayvanan
b, Pretugas menerima dan verifikasi kelengkapan berkas
. Fasilitasi zengketa antara pemohon dan termohon
- . Petugas menyernhkan berita acarm hasil mediasi
A |Jangka Waktu | Paling lama 2 hari kerja terhitung sejak penverahan beikos
Penyelesaian persvaratan sccara lenghap
| 4. Taril Blaya Tidak dikenakan bisaya /grads
5. | Produlk Herita Acara penvelesaian Masalah Tanah Ulavat
pelavanan -
f. | Penanganan Pemohon/ Masyarakat vang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, jaza pelayvanen yvang dibedkan oleh petopas Pelavanan,
SR TTT dan | memiliki Hak melakilkan pengaduan dengan cara:
S -— d. Melakukan konfirmas| kepada petugas pelayanan
b, Melaporkan langsung kepada pimpinan [ atasan petugas
pelavanan
. Melalui e-mail kee canglkuane@dbandungicab, po.id
4. Memasukan saran pendapatl ke kotak samn vang telah
digrdialcan
| 2, MNomor Telepon (023) 53940 100
| . Website Layanan Aspirasi & Pengaduan
I hitpe: f flapor go.id f
MANUFACTURING

Dasar Hukum

1. Undeng - Undang Nemor 14 Tahun 950 tentang
Pemeriniahan dacrah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinst Jawa Barat | Berta Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebhagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun [968 tentang Pembentukan
Rabupaten Purwakarta dam Kabupaien Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950




. Undang - Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang

I
- Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang

tentang Pemerintaban  daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Pelayanan Publik |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indornesia Nomor S038);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia |
MNomor 5234);

Pemerintahan Daemhb  (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah  diubah  beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
M6T9);

FPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala

Badan Peranahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Kementerfan Agrara dan
Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional [Berita
Negara Tabhun 2017 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 2036§;
Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negasa Hepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomaor 615);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di  Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

10.Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publilk di
Lingkungan Pemeriniah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1 10);

11.Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Berita |
Daerah Kabupalen Bandung Tahun 20022 Nomor 1);




12, Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerda
Kecamatan dl Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daecrah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
a9 |;

13 Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep615-
KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahsan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dard Bupati Kepada Camat.

2. | Sarana, 1. Gedung:
Prasarana dan | 2. Parkir umum;
Fasilitas 3, Loket antrian;
4. Buang tunggu pelayanan, dengan lasilitas meliputd ;
A, btelevisg
b, bahan bacaan;
©,  mmotiter antiian;
d. penvejuk udara;
e, alr minum
. hotspot/wifi;
g terminal chamger;
h. arca bermain anak;
i,  area merokoks
5. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
6. Ruang ihadah;
7. Ruang laktasi;
B, Toilet pria dan wanits;
9. Kanting
10, Barana dan  prasarana penunjang lainnya  sesual
| i dengan kﬁ!:ﬂmp.p qcmnﬂgr!g lgndangﬂn
| 3, | Kompetensi 1. SDM vang menjunjung tinggi perilaky dan etika
Pelaksana pelavanan;
2. Mampu Mengoperasiban Komputer,
14, | Pengawasan F‘:ng&wnn&n secarn benenjang  oleh hepala Seksl
Internal Pemerintahan, 3ekrelaris hec&_:_'ﬂq.@_ Aan Camat,
5. | Jumlah Sdtu orang p&lal:aam Seksi Pemerintahan, yaitu Pengelola
Pelaksana FBB P2 dan BPHTE.
6 | Jaminan |. Terbitnya Berita Acars Penvelesalan Sengketa Tanah
Pelayanian Lahan;
2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel
7. | Jaminan 1. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Lahan yang
Keamanan diberikan  dijamin  keabsahannva dan  dapat
dan I dipertanggungiawabkan;
Kesclamatan 2. Pewagas vang mengukur dan membuat Berita Acara
Pelavanan Penyelesaian Sengketa  Tanah Lahan  telah
mndapaﬂ:@p penugasan dari aiasan langsung
B. | Evalumsi I. Pelaksanaan evaluast kineria pelaksana dilakukan
Kineda secara rutin dan evaluasi tahunan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan




meningkatkan kinerja pelavanan

13. STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PENYELESAIAN TANAH KOSONG

IASU AT

i

|1:L

!
b
I

Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas

pelayanan

Melalui e-mail kec congkuangs bondungkab. go.ld
Memasukan saran pendapat ke kotak saran vang telah

digedialean

No | Komponen Uraian
SERVICE DELIVERY
1. | Persvaratan 1. Surat permohonan/pengaduan
2. Dasar/alasan pengaduan
3. Gambar lokasl /skets tanah yang dipermasalahkan
4, Buktl kepemilikan
iﬁ. ldentitas Pemohon / Pengadu
6. Fotokopi identitas Penerima Kuasa dan Surat Kuasa jika
dikuasakan
2, | Sistem
Mekanisme . b
dan Prosedur E i i
. (v
= F
Keterangan
a. Pemohon datang ke loket pelayanan
b. Petugas menerima dan verifikasi kelengkapan berkas
¢. Fasilitasi sengketa antara pemohon dan termohon
. d. Petugas menyerahkan berita acam hasil mediasi
d. | Jangka Waktu | Paling lama 2 hari kerja terhitung sejak penverahan berkas
Penyelesaian persyaratan secara lengkap
4. | Taril Blaya Tidak dikenakan biaya/gratis
5. | Produk Herita Acara penyelesalan tanah kosong
pelayanan |
i Penanganan Pemohon/Masvarakat vang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, jaza pelayanan yang diberikan oleh petugas Pelayanan,
—— dun | Memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:
a, Melakukan konfirmast kepada petugas pelavanan I




e Nomor Telepon (022) 5940100

f.

Websgite Layanan Aspirasi &  Pengaduan G
https [ /lapor.go id/

MANUFACTURING

1. | Dasar Hukum

1, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan |
Provinsi Jawa Barat [ Berita Negara Kepublik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah divbah dengan Undang
— Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan  daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Proviosi Jawa Barat [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Momor S5038);

. Undang — Undang MNamor 12 Tabun 2011 tentang

Permbentukan Peraturan Pernundang-undangan
(Lembamn  Negama Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Republik [Indonesia
Momor 53234];

. Undang-Undang Nomor 23 Tabhun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesta  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
schagaimana telah diubah bebempa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deersh (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanlLembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor
SG79,

. Peratumn Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanzan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S357);
Peraturan Menteti Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Haden Perianahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Rementedan Agraria dan
Tata Ruang |/ Badan Pertanahan Nasional (Berita
MNegara Tahun 2017 Nomor 431);

Perpturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tenitang Pembentukan Produk Hukium Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 2036},

., Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara

dam Reformasi Blrokrast Nomor 15 Tahun 2004 eniang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor & 1 5);




e

9. Peraturan Daerah Keabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 entang Partisipasi Masyvarakat dam
heterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan & Kabupsten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 132);

10, Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Dacrah Kabupaten Bandung Tabhun 2020 Nomor 110);

| L. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2032 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Berita
Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

12, Peraturan Bupati Bandurng MNomor 39 Tahun 2022 |
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Eabupaten
Bandunghedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
g:ﬂa Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Namor

I3, heputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.6l5-
KESOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Pemerintahan Dad Bupati Kepada Camat. |

3

Sarana,
Prazarana dan
Frsilitas

| Kompetensi

Pelaksanno

| Pengawasan
Intl: mal

dumla.‘h
Pelaksansg

T

. Gedung; |

1

2, Parkir umam;
3. Loket antrian;
4

. Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliputi @

televisi,

bahan bacaan;

monitor antrian;

penyejuk udara;

air minuem;

hotspot [ wifl;

terminal charger;

area bermain anak;

area merokok;

Mmi[a informasi dan sarana pengeiolaan pengaduan;

Ruang ibadah;

Ruang laktasi;

Tailet pria dan wanita;

kKantin;

lu Sarana dan prasarana  penunjang lainnye  sesuai
denga.u l-r.etentuun perundang-undangan.

. SDM :.rnn.g - menjunjung tinggi perilaku dan  etika
pelavanan;

2. Mampu Mengoperasikan Komputer,

~EmE O RN T

emNE@

Pengawasan  secars  berenjang  oleh kepala  Seksl
F-‘:mrnnl:nhan. Sekretarts Kecamatan dan Camat,

i s

Satu DTENE pala]cs&na Sclksi Pemerintahan, valtu Penpgelola
FER P2 dan BEFHTH.

Jamingn
| Pelayanan

[, Terbitnva Berita Acara Penvelesaian S:ngk:ta Tanah |
Laharm,




| 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel |
7. |Jaminan | I. Berilta Acata Penyclesaian Sengketa Tanah Lahan y‘artgi
keamanan diberikan  dijamin  keabsahannya dan  dapat
dan dipertanggungiawabkan; |
kKeselarmatan 2, Petupas yang mengukur dan membuat Berita Acarn |
Pelayannn Penyelesaian Sengheta  Tanah Lahan telah |
S| - | mendiapatkan penugasan darl atasan langsung
8. | Evaluasi | 1. Pelaksansan evaluasi Kinerja pelaksana dilakukan
Kineria secara rutin dan evaluasi tahunan;
Pelaksana ‘ 2, Pelaksanaan Survey Kepuasan uniuk perbaikan dan
= meningkatkan kinerja pelayanan

14. BTANDAR PELAYANAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN IJIN
LOKABEI

No | Komponen Uraian

SERVICE DELIVERY

. | Persyaratan 1. Momor Induk Berusaha [NIB):
Pernyatazn dan permohonan pemenuhan Komltmen lzin Lolasi;

3. Peta/sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang
dimohoen;

4, Proposal rencana kegiatan usaha;

5. Surat pernyataan luas tanah vang sudah dikuasai oleh
Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnva vang
merupakan 1 (satu) grap.

2. | SBistem
Mekanisme i, b,

dan Prosedur ﬁ

™
A -

Keterangan
a. Petugas melaksanakan monitoring ke lapangan

b, Pemilik lokasi menyiapkan berkas pemeriksaan
o, Petugas membust berita acara monitoring
d. Pemilik lokasi mencerima berita acara monitoring

F == — e




1. | Dasar Hokum

. Undang — Undang SNomor 19 Tahun 1950 tentang |

Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provins] Jaws Baral | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) scbagaimana telah diubah dengan Undang
= Undang Nomor 4 Tahun 1968 entang Pembentukan
Kabupalen Purwakaria diam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tehun 1950
tentang  Pemenntaban dacrah kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barmat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 2851,
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Foiavanan Publik (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Eepublik
Indonesia Nomor 30.35]);

Urndang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
iLembaran Negara Kepublik Indoncsia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Fepublik [ndoncsia
Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagpaimana  telah divbabh  beberapa kall dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 entang
Perubahan RKedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Hepublik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BhTY):

Peraturan Pemennitah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 20049

3. |Jangka Waktu | Paling lama 1 hari kerja terhitung sejak monitoring izin |
|| Penyelesaian | iokasi |
4, |Tarnf Biaya Tidak dikenakan biaya/gratis |
5. | Produk Berita scars Monitoring Pelaksanaan Ixin Lokasi |
| pelavanan
6. | Penanganan PcmuhnrlwamkaLFﬁﬁg tidak puas dan dinuglkan alas
Pengaduan, jasa pelayanan yang dibenkan oleh petugas Pelayanan,
P dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara;
| - a, Melakukan konfirmasl kepada pelugas pelavanan
b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / Atasan perugas
pelayanan
c. Melalui e-mail keo cangkusnggbandungkab.go.id
d. Memasukan saran pendapat ke kotak saman vang telah
disediakan
(€. Nomor Telepon [022) 5940100
(. Websie Lavanan  Aspirasi &  Pengaduan
. | nu lapor.gu.|
MANUFACTURING




- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Tuang / Kepala

Lo

1

12, Peraturan  Bupat Bandung Nomor 30 Tahun 2022

L3. Keputusan Bupatli Bandung Nomor 137.1/Kep.615-

tentang Pelayenan Publik (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Badan Pertanahan Nasional Nomeor 17 Tahun 2019
tentang fzin Lekasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelavanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakar dam
Keterbuksaan Informasi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12):
Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingktingan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Redudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

tertang  Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Recamatan di  Lingkungan Pemerntah  Kabupaten
BandungKedudukan dan Susunan Perangkat Deerah
|Berita Daerah Kabupaten Bandung Tabun 2022 Nomor
J9);

KEOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Do Bupati Kepada Camat,

Sarnrnm,
Prasarana dan
Fasilitas

A L3 o =

SomE ;e

EJ.‘

Credung,

Parkir wmidm;

Loket antrian;

Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliputi
televisi;
bahan bacaan;
monitor antrEan
penyejuk udara;
BT ]1'I.Il'll..|.lT[:
hotspot /wifl;
terminal charger;
. area bermain anak;

f. area merokok;

edia informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;

Fuang ibadah;

FEuang laktasi;
Toilet pria dan wanita;

Kanting
Sarana dan prasarana  penunjang leinnya  sesuad

R Ll T




dengan ketentuan p{:rundangrundﬂ.ngan

4. | hompetensi | 1. S00M yang men_!unjur:g tingel perilaku  dan etika |
Pelaksana | pelayanan;

) | 2, Mampu Mengoperasikan Komputer.

4. | Pengawasan | Pengawasan secara berjenjang  oleh Kepala  Seksi
Intermal il I’-tml‘.:_ru]gunnn E‘-r:ll.'.l‘l:LurIa Kecamaten dan Camat,

5. | Jumlah Satu orang palaksana Seks) Pembangunan,

_ | Pelaksana |

f, | Jaminan ' 1. Terbitnva Berita Acara Monitoring Pelaksanaan [zin
Pelayanan Lok

| 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel

7. | Jaminsn | 1. Berila Acara Munitur[ng Pelaksanaan lzn Lokasi VIAng
Reamanan l diberikan  dijamin  keabsahannya dan  dapat
dan | dipertanggungiawabkan;
Keselamatan | 2. Potugas wvang mepgukur dan membuat Surak
Pelavanan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dan atasan |

| langsung

8, | Evaluasi I. Pelaksanaan cvaluas kinerja pelaksana dliakukan
Kinerja secara rutin dan evaluasi tahunan;
| Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey kKepuasan uniuk perbaikan dan
' meningkatkan kinerja pelavanan

15. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI DALANM PELAHKSANAAN
PENCAIRAN HEUANGAN DESA

No| Komponen Uraian
BERVICE DELIVERY
1. | Persyeratan 1. Swrat Permohonan Pencalran Bantuan Keuangan Desa; I
2. Surat Permoboman Verfikasi Persyaratan Bantuan Kevangan |
Desa;

3. Fotecopy Perdes tentang APBDes;

4. Rencana Penggunaan Bantuan Reuwangan Dana Desa Seluruh
Tahap,

5. Foto Copy Buku Rekening Kas Desa;

B, Surat Bukti Pencrimaan [KEW - 1} vang ditandatangani Kepala .
Desa dan Kaur Kevangan rangkap 5 (Hma] asli 1 (satu] lembar
bermeterai Rp. 6:000,00;

7. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permobonan |
pencairan Bantuan Keuvangan Desa Tahap | (satu)  yang |
ditandatangani oleh camat;

B. Berkas Surat atay Dokumen vang akan dibuatkan pengantar atan |
rakomendasi camat;

2, | Sistem |
Mekanisme
dan Prosedur

A. I

o
A




L

j .

Keterangan
a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan

b, Petugas memeriksa kelengkapan berkas
¢, Petugas membuat rekomendasi
d. Pemohon mencrima surat rekomendasi

[

—

3, |Jangka Waktu | Paling lama 30 menit terhitung seiak persvaratan lengkap
Penvelesaian
4. | Taril Bisya Tidak dikenakan biaya /gratis
3, | Pmduk Surat Kekomendasl Pencairan Keuangan Desa
pelavanan
6, | Penanganan Pemohon /Masyarakat vang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, jasa pelayanan yang diberikan cleh petugas Pelavanan,
St dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:
Skt a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas
pelayanan
¢, Melalui e-mail kee_cangkuangibandungkab go,jd
d. Memasukan samn pendapat ke kotak saran yvang tetah
disediakan
e, Nomor Telapon ((022] 5940100
f. Website Layanan Aspirasi &  Pengadusn
L | hips/Slaporgodid)
MANUFACTURING
1. | Dasar Hukum |

l. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Permerintahan  daesrah Kabupalen dalam  Lingkungan
Provins: Jawa Barat [ Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan Undang
— Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentulean
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subgang dengan
mengubah Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1950
temtang  Pemerintahan daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 2851);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 fentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3038);

Undang - Undang Nomor |2 Tahun 2011 tentang |

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repuhlik
Indonesin  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa  kali dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedus ates Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Tﬁgl;l‘lgiiah&nltmhﬂmn Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayvanan Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PME.OT)
2020 tentang Pengelolaan Dana Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
fentang Pembentukan Produlk Hukum Daersh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 2036);
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparastur Negora
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelavanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

10, Peraturan  Daerah  Kabupaten Bandung Nomor 12

1L

12

13,

14, heputusan Bupati Bandung Nomor 137.]1 /KepG615-

Tahun 2013 mEnitang Partisipasi Masvarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan  df  Kabupaten Bandung (Lembaran
Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 1Z];

+Peraturan Bupat| Bandung Nomor 110 Tahun 2020

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1 10);

Peraturan Bupat Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Kedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Bupat Bamdung Nomor 39 Tahun 2022
entang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan i Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Daemab
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
Ja;




KSUTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
N Pemerintahan Dan Bupati Kepada Camat.
2. | Sarana, 1. Gedung; SEis
Prasarana dan | 2. Parkir umum; |
Fasilitas 3. Loket antrian;
4. Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliputi ; '
g. felevisi:
b. bahan bacaan;
oo mnnibor antrian;
i, penvejuk udara;
. Al minum;
. hotspot /wifi;
g. terminal charger; |
h. area bermain anak;
i, area merokok; |
5. Media informasi dan sarans pengelolaan pengaduan;
6. Ruang ibadah:
7. Ruang laktasi;
B, Toilet pria dan wanita; |
9, kKantin; |
i0.8arana dan presarana  penunjang  lainnva  sesuad
] dengan ketentuan perundang-undangan,
3. | Kompetensi . SOM yang menjunjung tinggl perilaku dan etika |
Pelaksang pelayanan,
| 4. Mampu Mengoperasikan Komputer.
| 4. | Pengawasan Pengawasan secara  berjenjang  oleh  Kepala Sekasi
internal Femerintahan, Sekretaris Kecamalan dan Camat.
3. |Jumlah Satu orang palaksana Seksi Pemerintahan, i
o LA - |
B, | Jaminan 1. Terbitnya Rekomendast Dalam Pelaksanaan P:nmjrani
Pelayanan Ketiangan Desa; '
2. Integricas, Profesional, dan Akuntabel |
7. | Jaminan 1. Rekomendasi Dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan
Keamanan Desa vang diberikan dijamin keabsahannva dan dapat
dan dipertanggungiawabkan;
Keselamatan 2. Petugas yang mengukur dan  membuat  Surat |
Pelavanan rekomendasi telah mendapatkan penugasan darl atasan |
langsung
8. | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanas dilakilean |
Kinerja secars rutin dan evaluasi tahunan; I
Peizksana 2. Pelaksapaan Survey Kepuasan unfuk perbaikan dan
meningkatkan kinegae pelayanan |

16. STANDAR PELAYANAN REHOMENDASI PERANGKAT DESA

Komponen

Uraian

SERVICE DELIVERY




No | Komponen Uraian
I. | Persyaratan 1. Surat Permohonan Rekomendasi Pengusulan Perangkat Desa dan
desa
2. Folocopy Hazah terakhir
3. Fotocopy KTP
4, Fotocopy KK
4. | Sistem
Mekanisme . b,
dan Prosedur ﬁ
I
| d. [ &8
| ﬂ &
- A = ﬂ
Heterangan
. Pemohon menverahkan berkas perayaratan
b. Petugas memeriksa kelenghapan berkas
. Pelugas membuat rekomendasi
d. Pemahon menerima suratl rekomendast
{ 3. | Jangka Waktu | Paling lama 30 menit terhitung sejak persyaratan lengkap
| Penyelesaian
! Tarl Biava Tidak dikenakan baya/grats
5. | Produk | Sural Rekomendasi Peranghkat Desa
| pelayanan
6. | Pepanganan | Pemobon/ Masyarakat yang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, jasa pelayanan vang diberikan oleh petugas Pelayanan,
SETHT clan memiliki Hok melakuKan pengaduan dengan card:
asakian a. Melakukan konfirmas kepada petugas pelayvanan
k. Melaporkan langsung Kepada plmpinan § atasen petugas
[ pelayanan
| .  Melalui e-mall kec_cangkuangabandungicab.go. id
d, Memasukan saran pendapat ke kKolak saran vang tclah |
diseciakan I
&, Nomor Telepon (022) 3940100
| F. Websile [avanan Aspirasi & Fengaduan
| hitps:/ /lapor.go,id/
| MANUFACTURING
1. | Dasar Hukum | .
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 teniang

_ Pemerintahan  daersh Kabupaten dalam  Lingkungan




10.

11.

Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) schagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1930
tentang Pemerintahan daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsl Jawa Baral [Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lemharan Negara Fepublik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3038,

Undang - Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Megara Republik Indonesla Tahon 2011
Nomor 82, Tambahan Lembarman Republik Indonesia
Nomor 5234); I
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintehan Daerah  (Lembaran Nepgara  Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah beberapa kall dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 3015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran MNegora Republik Indonesia Nomor
3670,

Urndang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa;
Peraturan Pemenintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negam Republik iIndonesiao Momor 53577
Peraturmn Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negars
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelavanan (Berita Negare Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 13);

Peraiuran  Daerah Kabupaten Bandung MNomor |2
Tahun 2013 tentang Partsipasi Masvarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan i Kabupaten Bandung [Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
Peraturan Hupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 |




Tentang Pedoman Penyvelenggaraan Felavanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
[Draerah Kabupaten Bandung Tabun 2020 Nomor 110);

12, Peraturan Bupati Bandung Namaor 1| Tahun 2022 tentang
kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah [Berita
Draerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemenintah Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomar
39

14, Keputusan Bupati Bandung Nemor 137.1/Kepbl3-
KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Darl Bupati Kepada Camat.

4. | Sarana, 1. Gedung;
Prasarana dan | 2. Parkir umum;
Fasilitas 3. Loket antrian; _ _
4, Ruang tungeu pelayanan, dengan fasilitas meliputi |
a. televisi;
b bahan bacaan;
¢, monitor antrian;
d. penvejuk udara;
e, alr minum;
I. hotspot fwifl;
g. terming] charger;
h. area bermain anak;
1, area merskok;
5. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
b, Ruang ibadah;
| 7. Ruang laktasi;
8. Tollet pria dan wanita;
9, Rantin;
10.85arana dan prasarana  penunjang  lainnva  sesuai
I dengan Eeicnituan perundang-undangan.
3. | Kompetensl 1. ®DM vang menjunjung tngzi peniaku dan  etika
Pelnksana pelavanan,
2, . Mampu Mengoperasikan komputer.
4. | Pengawasan | Pengawasan secarn  berjenjang oleh Kepala Seksi
Intermal Pemerintahan, Sckretaris Kecamatan dan Camat. |
(5. | Jumlah Satu omang palaksana Seksi Pemerintahan, '
6. | Jaminan - 1. Terhitnya Rekomendasi Perangkat Desa; '
Pelayanan 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel |
7. | Juminan 1. Rekomendasi Perangkat Desa yang diberikan dijamin
keamanan keabsahannya dan dapat dipertianggunglawabkan; |
dan 2. Petugas yang mengukur dan membuat Surat |
Keselamatan rekomendas! telah mendapatkan penugasan dari atasan | '
Pelavanan langaung |
8. | Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi hinl.'rju pelaksana l:l.ila]mkﬂn|
secare runn dan evaluasi mhu:lan.

................



Pelaksana " 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan |
mieningkatkan kinerja pelayanan |

17. STANDAR PELAYANAN HOORDINASI DAN FASBILITABI

PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUBAN, DESA DAN HELURAHAN

No

HKomponen Uraianm

BERVICE DELIVERY

Persyaratan | Berita acara hasil musyawarah Desa

2. | Siztem
Mekanisme a. b.
fdan Proseduar F
i, C
™
Heterangan
. Pemohon menverahkan berkas persyaratan
b. Petugas memeriksa kelenghkapan berkas
€. Petugas membuat surat pengantar
! B ) | d. Pemohon menerima surat pengantar .
[, | Jangks Wakiu F'a[lnu lwma 5 hari keda terhitung sciak persyaratan
| Penyelesaian !tngknp
-4 Tarif EL&,'-;a:i . Tlduk dikenakan L‘riu'-m.-'gmt:a :
(5, | Produk | Surat Pengantar I"'r.'.']J:l.H::l]LLJ]-Lu.n Pemekarn, F'L'nggﬂ.tmngﬁn
_ pelayanin | dan Fenghapusan, Desa dan kelurahan _
6, | Penanganan Pemuhun,-f Masvamlr:at 'mng fidak puas dan dimg:ll-:an alas

Pengaduan, jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas Pelayanan,
Rl dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:
. | & Melakukan konfirmasl kepada petugas pelayanan
[ . Melaporkan langsung kepada pimpinan [ atasan pelugas
pelavanan

[, Metalii e-mail kee _comgkuaneE bendungleab. ao.id
d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yvang telah |




disediakan
e. Nomor Telepon (022] 5940100

f. Website Layanan Aspirasi &  Pengaduan
hittps: 300 |

Dasar Hukum '

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten dzlam hnglrunganl
Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
kKabtupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemenntahan daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 20090 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonecsia Nomor S038);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentokan Peraturan Prrundang-undangan i
(Lembaran Megarm Republik Indonesia Tahun 2011
Momor B2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia |
Momaor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  MNegara Republik Indonoesia Momor 5587)
sebagaimana felah digbah beberapa kali  dengan
Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015 itentang
Perubahan Kedus atas Undeng-Undang MNomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tehun 2015 Nomor 58,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679

3. Undang-Undang Nomaor 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. Peraturan Pemerintalh Nomor 96 Tahan 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
teritang Pelavanan Publik (Lembiasin Negama Bepublik
Indonesia Tahun 2012 Noemor 215, Tambahan
Lembriran Negura Bepublik Indonesta Momor 3357);

7. Peoruturan Menteri Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Penataan Desa;

8. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Deerah [Berm
Mepgard Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036(;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara
clarm Relormasi Birokeag) Nomaor 15 Tahun 2014 tentang

‘ Pedoman Stander Pelayanan (Berita Negara Hepublik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
_10.Peraturan_Daerah Kabupalen Bandung Nomor 12




Tahun 2013 tentang Partisipasi Masvarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan df Kabupaten Bandung [Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

11, Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1104;

12, Peraturan Bupatl Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

13. Peraturan  Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
BandungKedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
[E!;:rttn Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
39

14, Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-
KSOTDAS 2019 Tentang Pelimpahan 3ebagian Urisan
Pemerintahan Dar Bupati Kepada Camat,

2. | Sarand, 1. Gt:dunn;
Pragarana dan | 2. Parkir umuim;
Prgilitas 3. Loket antrian;
4. Ruang tungeu pelayanan, dengan fasilitas melipati
a. televisi;
b. bahan bacaan;
¢, monitor antrian;
d., penvejok udara;
¢, flr minuwm;
[ hotspot /wifi;
g terminal charger;
h. ares bermain anak;
i. area merokolk
5. Media informasi dan sarana pengelolasn pengonduan;
6. Ruang ibadah;
7. Ruang laktasi;
B. Toilet pria dan wanita;
9, Kanting
10.8arana dan prasarana penunjang  lainoya  sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan,
3. | Kompetensi I, SDM yang menjunjung tnggl perilaku don  etika |
Pelak=sana pelayanan;
2. Mampu Mengoperasikan Komputer. —
4, | Pengawasan Pengawasan secara  berjenjang  oleh  Kepala  Seksi |
Internal Pemerintihan, Sekretaris Kecamatan dan Camat.
5. |+Jumlah Satu omng palaksana Selsi Pemerintahan,
| Pelaksana _
| 6. | Jaminan 1. Terbitnya Sural Pengantar Pembentukan, Pemekaran,
Pelayanan Penggatungan dan Penghapusan, Desa dan Kelurahan;
- 2, Integritas, Profesional, dan Akuntabel
7. | Jaminan | 1. Surat Pengantar Pembentukan, Pemekaran, |




Keamanan Penggabungan dan Penghapusan, Desa dan Kelumhan
dan vang diberkan dijamin keabsahannva dan dapat
Keselamatan dipertanggungjawabkan;
Pelavanan £, Petugas yang mengukur dan  membuat  Surat
rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari atasan
. ) langsung
8, | Evaluasi 1. Prlaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
| Kineda secara rutin dan evaluasi tahunan;
' Pelaksana 2. Pelaksansan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelayanan

18. STANDAR PELAYANAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
PENDAYAGUNAAN ASET DESA

No | Komponen Uraian

SERVICE DELIVERY

L. ! Persyaratan  |a  Laporsn Keuvangan Desa
' b. Administrasi Pengelolaan Aset Desa

2. | Bistem
| Mekanisme a,

A= W

HKeterangan
a. Pemohon menyverghkan berkas persyaratan

b, Petugas memeriksa kelengkapan berkas
¢, Petugas membual berita acara
d. Pemohon menerima berita acara

3. | Jangka Waktu | Paling lama 1 hari terhitung sejak persyaratan lengkap

Penvelesaian
4. | Tarf Biava | Tidak dikenakan biaya/grats
B, | Produk Berita Acara _f‘Eng-E]'ﬁimm I-lrua?g;n Desa  dan
pelayanan Pendayagunaan Asei Desa

6. | Penanganan | Prmohon/Masyarakal yang tidak puas dan dirugikan atas |




[' Pengaduan,

masukan

b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas

le.

d.

e
.

Saran dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:

Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayvanan

pelavanan

Melalui e-mail kee_cangkuengdbandyungkab. go. id
Memasukan saran pendapal ke kotak saran yvang telah
disediakan

Nomor Telepon (022] 5940100
Website Layanan Aspirasi &  Pengaduan
https:/ flapor. go.id /

Dasar Hulkum

8.

S S e e — e s Rl

Undsng - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Unidang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Rabupalen Purwakarta dam kKabupaten Subang dengan
mengubah Undang — Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pemerintahan  daerah  Kabupaten  datam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat |[Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratlurmn Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomoar 3587
sebagaimana telah diubah beberapa kali denpgan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |Lembaran
Negara REepublik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58,
l’gmghahant.cmlmmn Negars Republik Indonesia Nomor
307Y);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemetintah Momor 9% Tahin 2012  tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Kecuangan Nomor: 2227PME.OT/
2020 tentang Pengelolasn Dang Desa,

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018




1,

i I

12,

13,

14,

15.

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Feraturan Menterl Datam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasli Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Feraturan Daerah Kabupaten BHandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasl Masyarakat dam
Reterbukaan Informasi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan i Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
Peraturan Bupau Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berta
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
Peraturan Bupat Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daersih Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan of  Lingkungan Pemerntab  Kabupaten
BandungKedudukan dan Susurman Perangkat Dacrah
{Berita Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
495,

Eeputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.6l5-
KSOTDA/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan

Sarana,
Prasarana dan
Fasilitas

'[-.fumﬁl':' m—
Pelaksana

nat o f

o
&,
-

5
9.
1

Pemetintahan Dar Bupati Kepada Camat.

Gedung,

Parkir umiam;

Loket antrian;

Ruang tunggu pelavanan, dengan fasilitas meliputi :
felevisi,

bahan bacaan;
monitor antrian;
penyejuk udara;
air minumn;

hotapot /wifi;
terminal charger;
arca bermain anak;
arca merokok;

FRopRO O

. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;

Fuang ibadah;

. Ruang laktasi,
. Toilet pria dan wanita;

Kantin;
Sarana dan prasarana  penunjang  lainnya  sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

1. SDM wyang menjunjung tinggi perilaku dan  etika

Z;

pelavarn;
Mampu Mengoperasikan Komputer.




4, | Pengawasan | Pengawasan  secara  berjenjang  oleh  Kepala  Scksi |

| Internal | Pemerintahan, Sckretaris Kecamatan dan Camat.
5. | Jumlah | Satu orang palaksana Seksi Pemerintahan,
Pelaksana
6, | Jaminan |. Terbitnya Berita Acara Pengelolaan Keuangan Desa dan
I Pelayaman Pendayagunaan Asel Desa;
_ 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel :
7. | Jaminan | 1. Berita Acara Pengrlolaan Keuangan Desa  dan |
Keanmarian Pendayagunaan Aset Desa yang diberikan dijamin
dan keabsahannya dan dapat dipertanggungiawabkan;
keselamatan 2. Petugas vang mengukur dan membuat  Surat
Pelayanan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari atasan
| langsung
8, | Evaluasi | 1. Pelaksanman evaluasi kinerja pelaksana dilakukan |
Rinea secara rutin dan evaluasi tahunar;
Pelaksana £, Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan
| meningkatkan kinerja pelayanan

19. STANDAR PELAYANAN REKOMENDAS! KEPADA ORGANISASI BOSIAL/
PANTI BOSIAL YANG BERADA DI DESA/KELURAHAN DALAM HAL
PENDAFTARAN BARU/ULANG

No | Komponen Uraian
SERVICE DELIVERY

I, Pergyaratan |2 Deokumen Susunan kepengurusan organisasi sosial
b, Dokumen legalitas Terdaltar df Badan Kesatuan bangsa
dan Politik Kabuparen Bandung '

2 Si=tem
Mekanisme e b,

dan Prosedar ﬂ ) B

; 2 - W

'  Keterangan
| &. Pemohon menyerahkan berkas persyvaratan




i | b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas i
| c. Petugas membual rekomendasi
. !J o d. Pemohon menerima rekomendssi |
o | Jangks tu | Paling lama | har terhitung sejak
i E sejak persvaratan lengkap
|_4- Taril Bisya Tidak dilkenakan biava /gratis
3. | Produk Fekomendas
| pelayanan
6. | Penanganan | Pemohon/Masyarakat yang ldak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, lasa pelayvanan yang diberkan oleh pctugas Pelayanan,
Saran dan | memiliki Hak muiakuknnﬁpr_ngaﬂuan dengan cara:
i — i Melakukan konfirmasi kepada petugas pelavanan
e b. ;tléggunr::n langsung kepada pimpinan / atesan petugas
c. Melalui e-mail kee_canghkuangid bindungkab.go.id
d. Memasukan saran pendapit ke kotak saran yang telah
disediakan
e, Hﬂmu_r Telepon (022) 5940100
. :.i:hmte! Layanan Aspirasl & Pengaduan
—— tpsc / /lapor.go.id |
MANUFACTURING
I. | Dasar Hukum . ]

I. Undang - Undang Nomer 14 Tahun 1950 tentan
Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan |
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Rabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pemerintahan daerah  Kabupaien  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barst [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembarmn Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indinesia Nomor S038)

3. Undang — Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang
Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
MNomor 52334

4, Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tesntang
Pemerintahan Dagrah  [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagalmana  telah  diubah  bebempa  kali  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun M5 tentang
Perubshan hkedus atas Undang-Undang MNomor 23
Tahun 2014 tentang Pemeriniahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, |




. | Kompetensd

8. Tollet pria dan wanita;
9, kantlmn;
10 Sarana  dan

Prasarana  penunjang lainnya  sesuai
 dengan ketenfuan peru ndang-undangan.

1. 8OM vang menjunjung tinggi perilaku dan clika

| Pelak=sana pelayanan:
o 4. Mampu Mengoperasikan Komputer,
4. | Pengawasan | Pengawasan secara berjenjang oleh Kepala Seksi Sosial
| Internal | Budaya, Sckretaris Kecamatan dan Camat,
5. | Jumlah Satu orang palaksana Seksi Sosial Budaya, ]
| Pelaksana
6, | Jaminan | 1. Terhitnya Rekomendasi;
| Pelayanan | <. Integritas, Profesional, dan Akuntabel
7. | Jaminan 1. Rekomendasi vang diberikan ﬂijamm krabsahannya
Keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan,
dan 2. Petugas wvang mengukur dan membuat  Surat
Keselamatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari stasan
. Pelayvanan langsung |
| B, | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakulkan
Kinerja secara rutin dan evaluasi tahunan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

mEpingehilon winena pelayainin

20. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PEMBERIAN PENGHARGAAN

HKEPADA SENIMAN,

BUDAYAWAN YANG TELAH BERJASA KEPADA

NEGARA DAN DAERAH

Ko | Komponen Uraian
SBERVICE DELIVERY
I. | Perayaratan a. Diaktl  memillki  andil penting dalam  menggali,
melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan acni
dan budaya Indonesia;
b, Memiliki prestasi kekaryaan-kreatil yang menonjol dan
dialul baik secara lokal, nasional maupun global;
. Berkiprah di salah saru dan atau beberapa bidang seni,
yakni Seni Rupa., Seni Tar, Send Musik/RKarawitan, Send
Pedalangan, Seni Teater, Senl Sastm, dan Seni
Multimedia;
i, Berkiprah di bidengnyva sckurang-kurangnya 15 tahun.
2. | Bistem
Mekanisme H, b,
dan Prosedur F




2

Keterangan
a. Pemohon menverahkan berkas persyaratan

b. Petugas memeriksa kelenglmpan berkas
£, Petugas membuat rekomendas

------

o

| 3. |Jangka Waktu | Paling lama 1 hari techitung sejak persyaratan lengkap
; Penyelesaian
|4, | Tarlf Biaya Tidak dikenakan biaya/gratis
5. | Produk Rekomendasi -
pelayanan B
| 6. | Penanganan Pemohon/Masyarakat yang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, jasa pelayanan vang diberkan oleh petugas Pelavanan,
SHTRN diap | Mmemiltkl Hak melakukan pengaduan dengan cara:
S - a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
b, Melaporkan langsung kepada pimpinan |/ atasan petugas
pelayvanan
¢, Melalui e-mail kec_cangbuang@bandu nglonbgo.id
|d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah
disedinkan
e, MNomor Telepon (022 5040100
(I Website Layanan Aspirast & Pengaduan
L F— hitps:/ /laporgo.id/
MANUFACTURING

Dasar Hukum |

1. Undang - Undang Noemor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Bepublik Indonesia
Tahun 950§ sebagaimana telah diubah dengan Undang,
— Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
habupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pemerintahan  daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran MNegara
Republik [Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pelavanan Publik {Lembaran Negar Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5038);

| 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang




10.

L1.

12,

13

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

. Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Momor 5234]);

Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintehan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telabh diubah beberapa kall dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 wentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 20009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5357);

tentang Pembentukan Produlk Hukum Daerah [Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20360

dam Relormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang |
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik |
Indonesia Tahun 2014 Nomer 615);

. Peraturan Menter Pendidilan dan Kebudayaan Nomor

83 Tehun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan di Bidang Kebudavaan;

Peraturan [Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
Keterbuksan Informesi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung [Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110};
Permturan Bupati Bandung Nomaor | Tahun 20622 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bernta
Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomaor 1);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang  Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
kecamatan o Lingkungan  Pemerintah Eabupaten
Bandunghedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah
{Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
39y

CKeputusan Bupati Bandung Nomor [37.1/Kep.ol5-

RSOTRAS 2019 Tentang Pelimpahan Sebaglan Urusan
Pemerintahan Dari Bupat Kepada Camat.

B3

Sarana,
Prasarana dan | <. Parkir urmum,

Cedung;




Fasllitas 3. Loket antrian;
4. Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliputi
| televisi; |
. hah&an bacaar;
monitor antrian;
penyejuk udara;
air minum;
hotspot [ wifi;
terminal charger;
. area bermain anak;
area merokok;
5. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan:
B, Ruang ihadah;
7. Buang laktasi;
8. Toilet pria dan wanita;
9, Kantin;
10.5arana dan prasarana penunjang lsinnyva  sesuai

= ) 3 dengan ketentuan perundang-u unda.n@.n

3, IKﬂtr:]:rct.l:rlEl 1. 8DM vyang menjunjung tHngg p:nlnlm dan etlka
Pelaksang pelayiaren;

Ll B 2. Mampu Mengoperasikan Komputer.

4. | Pengawasan Pengawasan secama berjenjang cleh Kepala Seksi Sosial

TERmAAOSE

{ Irternal Budava, Sekretaris licramatan d.nn Camat,
3 | Jumilah Batu orang palaksana Seksi Sosial Euda_m,
| | Pelaksana
(=} |..IEtI:'|.|nE."1 1. Terbitnya Rekomendasi;
- H:Ln.r.mun 2 Integritas, Profesional, dan Akuntabel
e | Jaminan 1. Rekomendasi vang diberikan dijamin  keabsahannva
Keamanan dan dapat dipertanggungiawahlkan:
ifan 2. Petugas yang mengukur dan  membuat  Surar
Keselamatan rekomendas! telah mendapatkan penugasan darl atasan
. Pelayaman langsung
B. | Evaluas 1. Pelaksanaan evalussi L-dn-:rja pelaksana  dilakukan
Kinera secara rutin dan evaluasi fahunan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelavanan

21. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI UNTUK IJIN PENGELOLAAN
BARANG BURUNG WALET, LEBEAH MADU DAN BUDI DAYA JAMUR

No | Komponen Uraian
SEERVICE DELIVERY
1. | Persyaratan 8, Fotokopi KT Pemohon

b, Sural Pernyvataan Persetujuan Lingkungan (SPPL)
¢, l&in Mendidkan Bangunan [IMB)




_2__}' Sistern
| Mekanisme . [y,

dan Prosedur E‘ - y

Cs
™ iif
Heterangan
B. Pemohon menyerahkan berkas persyvaratan
b Petugas memeriksa kelengkapan berkas
| Petugas membuat rekomendasi
d. Pemohon menerima rekomendasi

3. | Jangka Waktu | Paling lama | hari terhitung sejak persyaratan lengkap

Penyvelessian
4, | TarfBiaya | Tidak dikenakan blaya/gratis
3, | Produk Rekormencasi

pelayanan

f. | Penanganan chuhunfhiﬂsr-wﬂmt vang tdak puss dan dirugikan atas
Pergacdisn, jasa pelavanan vang diberikan oleh petugas Pelayanan,
saran dar | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara’

&, Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan

D | b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas
| pelayanan
€ Melalui e-mail ke cangkuanigibandungksb.go.id
id. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yvang telah
| disediakan
. Nomor Telepon ((22) 5940100
. Webhsite Layanan Aspimsi & Pengaduan

MANUFACTURING

1. | Dasar Hukum
| . Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

| Pemerintahan daerah Kabupaten dalam  Lingkungan
Priwinsl Jawa Barat | Berita Negara Bepublik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
ientang  Pemerintahan daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsl Jawa Bamt [Lembaran Negara
| _Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan




t

10,

Il

12.

13.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor S038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2449, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sehagaimana  telah diuhah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanlLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahiun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelavanan Publik [Lembaran Megara Republik
Indonesia  Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik [ndoniesia Nomor 53357);
Peraturan Pemetintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jends Tumbuban dan Satwa Liar;
Peraturan Menterd Dalarm Neger Nomor 80 Tahun 2005
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menterl Pendayagunean Aparatur Negarm
darm Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6135);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masvarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan  di  Kabupaten Bandung |Lembaran
Dacrah Kiabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
Peraiuran Bupal Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Fedoman Penvelenggarman Pelayvanan Publik di
Lingkungan Pemerintah kKabupaten Bandung [Berlia
Dacrah kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110];
Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tafiun 2022 teniang
Redudukan dan Susunen Perangkat Daerah [Berlia
Paerah kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Bupat Bandupg Nomor 239 Tahun 2022
tentang  Pedoman  Tugas, Fungsl dan Tata Kerja
Kecamatan o Lingkungan Pemerniah Kabupaten
Bandunghedudukan dan Susunan Perangkat Daerah




(Berita Dacrah Kabupalen Bandung Tahun 2022 Nomor |
39

4. Keputusan Bupat Bandung Nomor 137.1/Kep.6l5-
KSOTDAS2019 Tentang Pellmpahan Sehagian Urusan
Pemerintihan Darl Bupatl Kepada Camat.

IE. Sarana, 1. Gedung;
I Prasarana dan | 2. Parkic amum,
4. Ruang tunggl pelayanan, dengan fasilitas meliputd ;
' a. televisi
. bahan bacaan;
C. IMONior antrian;
a. penyvejuk udara;
£, AT Tnum;
. hotspot/wifi;
E. terminal charger;
h. area bermain anai;
i. area merokok;
5. Medin informasi dan sarana pengelofaan pengaduan,
6. Ruang Ibadah;,
7. Rueng laktasi;
8. Taoilet pria dan wanita;
9. RKantin;
10.8arana dan prasarana penunjang lainnye sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
2. | Kempetensi 1. 5BDM  vang menjunjung  tngel perilakuy dan etilka
Pelaksana pelayanan;
3-’__ﬁ§PEU M:_n_gﬂp:rﬂsdk:a.n Komputer.
4. | Pengawasan | Pengawasan secara berenjang oleh kepala Seksi
Internal Pemberdayaan Masyarakat, Sckretaris Kecamatan dan
o Camat.
5. | Jumlah Baty orang palaksana Seksi Pemberdayaan M&;J;E.t._
Pelnksana
G, | Jaminan 1. Terbiinya Belomendasi;
| Pelayanan .2 Integritas, Profesional, dan Akuntabel
7. |Jaminan 1. Hekomendasi yang diberikan dijamin keabsahannva
Keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;
dan 2, Petugas  svang mengukur dan  membuat  Surat
Kesclaimatan rekomendast elan mendapatikan penugesan dari atasan
Pelayanan langsung . _
"B, | Evaluasi 1. Pelakssnman cvaluasi kinerja pelaksana dilakukan
Kinerja secard rutin dan evaluasi tahunan;,
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbailan dan

meningkatkan king IjEu peloyanan




22, BTANDAR PELATANAN PEMBUATAN SURAT PINDAH/DATANG

| SATAN tlan

No | Homponen Uraian
BERVICE DELIVERY
1. | Persyaratan FINDAH DAN DATANG ANTAR KECAMATAN DALAM
KABUPATEN
a. Surat Keterangan Pindah Datang vang diterbitken oleh
Kepala Desa (Lurah
b Membawd KTF Asll untuk diserahkan ke petugas
kecamatan bagi vang pindah keluar
c. Membaws Kartu Keluarga bagi vang pindah keluar
PINDAH DAN DATANG ANTAR KABUPATEN KOTA
i a. Surat Keterangan Pindah Datang yang diterbitkan oleh
Kepala Desa /Lurah
b, Membawa KTP Asll untuk disershkan ke petugas
kecamatan bagi vang pindah keluar
. Membawa Kariu Keluarga bagl vang pindah keluar
2 Sistem
Mekanisme ] b.
dan Prosedur ﬂ'
d o
™» i
Keterangan
a. Pemohon menverahkan berkas persyvaratan
B, Petugas memeriksa kelengkapian berkas |
¢, Petugas membuat sural plodah /datang |
| d. Pemohon menerima rekomendasi
3. | Jangka Waktu | Paling lama 30 menit terhitung scjak persyaratan lengkap |
Fenyelegaian B
4, | Tarf Biava Tidak dikenakan biaya/gratis
5. | Produk Sural pindah fdatang . |
| pelayanan
. | Penanganan Pemohon /Masyarakat yang tidak puas dan diruglkan atas |
i Pengaduan, jasa pelayanan yvang diberikan oleh petugas Pelayvanan,

memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cam;




masukan

.

. Momor Telepon [022] 5940100

Mclakukan konfirmas kepada petugas pelavanan
Melaporian langsung kepada pimpingn / atasan petugas
pelayanarn

Metalui e-matl ke cangiuangfbandungkab go.jd
Memasukan saran pendapat ke kotak saran vang telah
discdiakan

Website Layanan Aspirasi & Pengaduan
bttps:)/ [lapor.go.id/

'—l
'

Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsl Jawa Harat { Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950} schagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1968 tlentang
Pembentukan Kabupaten Purwakana dam Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang — Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pemeriniahan  daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provins Jawa Harao
[Lembaran MNegara Hepublik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran Negaran  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor S038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun o 2011
Momor 82, Tambahan Lembarin Republik [ndonesia
Momor 5234}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran  Negam  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana ielah  diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015 tenoiang
Perubahan khedua atas  Undang-Undane Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daemah (Lembaman
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahanlembaran Negara RBepublik Indonesia Momor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 wentang
Pelaksanaan Undang - Undang Momor 25 Tahun 2000 |
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteti Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 |
tenlang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam  Heformast Hirokrasi Nomor 15 Tahun 2014




10.

14,

13.

4.

15,

tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara |
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelavanan Administrasi Kependudukan secara
Daring,

FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Preslden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Menterdi Dalam Negeri Nomor 109 Tahun
2019 mwentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan [Berila Negars
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penvelenggaraan Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung [Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
Peraturan Bupatl Bandung Nomor 1 Tahun 2022
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
Momod 1);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tenitang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandunghedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berite Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
Nomor 39);

. Keputusan Bupati Bandung Nomor lB?.l,n'ch.ﬁiE—'

KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan |
Pemeriniahan Dan Bupati Kepada Camat.

Sarana,
Prasarana dan
Fasilitas

e L Bl

Gedung,

Parkir umum;

Loket antrian;

Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliput ;

ielevisk;

bahan bacaan;

monitor antrian;

penyejuk udara;

fir minum;

hotspot fwili;

terminal charger;

area bermain anak; ‘

‘FR oo op

area merowok;

i,
efia informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;



6. Ruang |badah,

7. Ruang laktasi;

8. Toilet prie dan wanits;

9, Kantin;

10.Saranae dan prasarana penunjang lainnya sesual
dengan ketentuan p{-mnda.ng undangan.

1. SDM vang menjunjung tngel perlaku dan etka |
pelavanan:
4. Mampu Mengoperasikan Komputer,

4, | Pengawasan Pengawasan  secara h-:;jl:rﬁang oleh  Kepala  Seksi
| Internal Prmcnmﬂhan Sekretaris Kecamatan dan La.mat

5. | Jumiah Satu orang palaksana Seksi Pemerintahan, =l
Pelaksana

6. | Jaminan 1. Terbitnya Surat pindah/ datang; f
| Pelayanan 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel

7. | Jaminan 1. Surat pindigh /datang  vang  diberiken  dijamin |
Keamanan kcabsahannya dan dapat dipertangeungjiawabkan;
dan 2, Petugas wang mengukur dan  membuat  Sumt
Keselamatan rekomendasi telsh mendapatkan penugasan darl atasan
Pelayanan langsung _

5. | Evaluasi 1. Pelaksansan evaluasi Kinerjn pelaksana  dilakukan |
Kinerja secara rutin dan evaluasl tahunan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelavanan

23. BTANDAR PELAYANAN PEMBUATAN AKTE PERTANAHAN

No | Komponen Uraian

SERVICE DELIVERY

1. | Persvaratan a. Formulir permohonan yang sudah dilsd  dan !

ditandatangani pemohon atau Kuasanya df atas materad
cukup

L Sural Kuass apabila dikuassakan

. Folocopy identitas pemohon [KTF, KR} dan kussa
apabile dikuasakan, vang telah dicocokkan dengan
aslinya oleh petugas loket

d. Foltocopy Akia Pendirian dan  Pengesahan Badan

Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinve olch

petugrs loket, bagi badan hukum

Sertipikat asli

Alka Jual Bell dari PPAT

Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau

kuasanva

h, Ijin Permuindahan Hak apabila di dalam
scrmipikat/keputusannya  dicantumkan  tanda  yeEng
menyaakan bahwa hak  ersebut hanya  Doleh

™




No | Komponen Uraian
dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dart
nstans yang berwenang
i, Foto copy SPPT PBB Tahun beralan vang telah
dicocokkan  dengan  asdlinya  oleh  petugas  loket,
penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukt bayar uang
pemasukan (pada saat pendaftaran halk) |
2. | Sistem |
Mekanisme &, b,
dan Prosedur ﬂ
e &
2 R
Heterangan
a. Pemohon menverahkan berkas persyaratan
k. Petugas memeriksa kelenghkapan berkas
c. Petugas membuat akia pertanahan
.l d. Pemohon menerima akta pertanahan )
3. |Jangka Waktu | Paling lama 5 hari kerja terhitung sejak permmmrT
| Penyelesaian | lengkap
#. | Tarif Biaya | Tidak dikenakan biaya/gratis
5. | Produk Akta Pertanahan
pelayanan
B, | PFenanganan Pemohon/ Masyvarakat vang tidak puas dan dirugikan atas
Pengarduan, jasa pelayanan yvang diberdkan oleh petugas Pelayvanan,
Q@ rH dan | memiliki Hek melakukan pengaduan dengan cara:
ek Loy d. BMelakukan konfirmasi kepada peiugas pelavanan
b, Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas
pelayanan
c. Melalui e-mail kec_cangkuangi bandungkab. g id
d. Memasukan saran pendapar Ke kotak sarmn yang telah
disediakan
e, Nomor Tele pon (022 5940 100
., Welbsile Layvanan Aspiras: & Pengaduan
hrips: ! flapor.go.id !
MANUFACTURING
1. | Dasar Hukum -
|. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 950 teniang




10,

Femerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan |
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagalmang telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah
Rabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barmat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 431, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038):

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republilk Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Nomor 5587
sehagaimana  telah diubah beberapa  kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahanbembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SOTY):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria  [Lembaran
MNegarn Nomor 104 Tabun 1960 Tambahan Lembaran
MNegara Momaor 2043];

Peraturan Pemeriniah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanann Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelovanan Publik (Lembaran Negarn Bepublik
Indonesia Tahun 2012 MNoemor 215, Tambahan
Lemibmaran Negara Republik Indonesia Momor 335T);
Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah [Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3696);
Peraturan Menteri Dalaom Negeri Nomor BO Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum DEermh [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Womor 15 Tahun 20149
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam FReformas: Biokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara




-

11.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Keientuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 ieniang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Masiona! Nomor 8 Tahun 2012;

3,

12, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 rtentang Partisipasi Masvarakat dam
Reterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan i Kabupaten Bandung [Lembaran
Dacrah kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemeriniah Kabupaten Bandung (Berita
Dacrah kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
I4. Peratumn Bupati Bandong Nomor 1 Tahun 20232
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daestah Kabupaten Bandung Tahun 2022
Nomor 1);
i35, Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
kecamatan @i Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandunghedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Berita Daerah Rabupaten Bandung Tahan 2022
MNomor 349);
6. Keputusan Hupat Bandung Nomor 137.]1/Kep.615-
KSOTDA 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
| Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
Sarana, l. Gedung;
Prasarana dan | <. Parkit umum,
Fasilitas 3, Loket anlrian:
4. Ruang tunggu pelavanan, dengan fasilitas meliputi
B, televisi
b. bahan bacaan,
C. monitor antrian;
d. penvejuk udara;
2. air minum;
. hotspot/wifi;
g terminal charger;
h. area bermain anak:
i. area merokolk;
3. Media informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
G. Ruang (badah;
7. Ruang lﬂ.kl.gsi:
4. Tollet pria dan wanits;
g, Kantin:
10, Sarans  dan pragarana  penunjang  lainnya  sesuai
| dengan Ketentuan perundang-undangan, :
Kompetensi 1. SDM yang menjunjung tingg perilakuo dan  etika
Pelaksana pelayanan;

Muampu Mengoperasikan Kemputer,




Pengawasan | Fengawasan sccara  begenjang  oleh  Kepala  Scks |
1

Intermal | Pemerintahan, Sekretaris Kecamatan dan Camat, !
5. | Jumlah Satu orang palaksana Scksi Pemerintahan, |
Felaksana
6. | Jaminan I, Terbitnya Akta Pertanahan;
E'cla;.rﬁ@_.]'[_ | 2. Iniegritas, Profesiooadl, dan Akuntabe]
7. |Jaminan "1, Akta Pertanahan vang diberikan dijamin keabsahannya |
Keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;
dan 2. Petugas yang mengukur dan  membuat  Surat
Keselamatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari atasan
Pclayanan 5 langsung
8. |Evaluasi | 1. Prlaksanaan cvaluasi kinerja pelaksana dilakulan |
| Kinerja i secara rutin dan evaluasi tahunan;
Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelayanan

- —t

24. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

No | Komponen Uraian

EERVICE DELIVERY

L. | Persyaratan a. Foto copy KTF dan Kk pewaris
tx, Foto copy KTP Para Ahli Waris dan 2 {dua) orang saksi;
¢. Folo copy KK Para Ahli Waris:
d, Surat Keterangan Kematian dar

| Desn ¢ Kelurmbhan /Rumah Sakit;
e. Foilo copy Surat Nikah;
| [, Formulir isian pembuatan surat keterangan akhli wars;
2. | Sistem
Mekanisme B

!
A=

g, Pemohon menyerahkan beérkas persvaratan
Lb._Tetigas memerbin keleog apa borkne

| d. 8

dan Prosedits | | E- — ' m
o




c. Petugas membuat Surat keterangan Ahli Warls
. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris

| Jangka Waktu

Penyelesaian

Faling lama 30 menit terhitung sejak persvaratan lengkap

Tarif Biaya

Tidak dikenakan biaya/grats

Froduk
p:al_qyamn

Surat Keterangan Ahli Waris

Penanganan
Fengaduan,
SEFAD dan
masukan

Pemohon/Masyarakal vang tdak puas dan dirugikan stas
jasa pelayanan yang diberikan oleh pelugas Pelayanan,
memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:

a.
b.

-
d.

==

Melakukan konfirmasl kepada petugas pelayanan
Melaporkan langsung kepada pimpinan [ atasan pelugas
pelavanan

Melalui e-mail kec_cangkuangibandungkab.go.id
Memasukan saran pendapat ke kotak saran vang telah |
disediakan

Nomor Teleporn (D22 5940100

E&hﬂdtc" Lajjrana.n Aspirasi &  Pengaduan

Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 14 Tahun [950 tentang
Pemermtahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Hamt [ Berita Negara Hepublik Indonesia
Tahun 19530] sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tlentang
Fembentukan kabupabten Purwakana dam Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pemerintaban daerab
kabupaten dalam Lingkunpgan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara FEepublik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tabun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran MNegam Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambaban Lembarman Republik Indonesia
Momor S2347;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negamm Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,




10,

e

13

14.

16

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNormaor 5679}

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Nomor 104 Tahun 1960 Tambahan Lembaran
Megara MNomor 20435

Peraturan Pemerintah Nomor 9% Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3606);
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah sebapaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Masional Nomor 8 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 80 Tahun 2015
tenitang Pembentulkan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara |

dam Heformasi Birokrasi Nomar 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformazi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negoea
Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung MNomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Mosyarakat dam

kKeterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan |

Pemerintahan i Kabupaten Bandung (Lembaman
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor [2);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung [Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor | 10);
Peraturan Bupati Bapdung Nemor 1 Tahun 2022
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berta Dacrah Kabupaiten Bandupg Tahun 2022
Momor 103

Peratuwran Bupatl Bandung MNomor 39 Tahun 2022
tentang  Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecarmalan di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
MNormor 39

Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep615-
KSOTDA/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Darl Bupati Kepada Camat.




2. | Sarana,
; Prasarana dan
| Fasilitas

Creclung;

Parkir urmum;

Lokct antriamn;

Rum1.g tunggu pelevanan, dengan fasilitas meliputi ;
televisi;

bahan bacaan;

monitor antrian;

penyvejuk udara;

air minum;

hotspot/ wifl;

terminal charger;

area bermain anak;

area merokok;

i Y Mndm informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
6. Euang ibadah;

7. Ruang laktasi;
B
q
1

008 -

SomeApnoRE

. Toilet pria dan wanita;

. kantin;

0.85arana dan prasarana  penunjang leinnva  sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan,

i a. 'Fiﬁﬁ;l_i;etensi
Pelalksana

1. SOM vang menjunjung tinggl perilaku  dan  etika
pelavanan;
2. Mampu Mengoperasikan Komputer.

(4. | Pengawasan
Internal
5. |Jumlah
Pelaksana

Pergawasan  Secara  berjenjang  oleh  Kepala  Seksi
Pemerintahan, Sckretnna Kecamatan dan Camat.

Satu orang paleksana Scksi Pemerintahan,

B, |Jaminan
I"'clﬂya.nn.n

1. Terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris;
2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel

[T Jamjnan

Keamanan
dan
heselamatan
Pelayanan

B. | Evaluas
Kinerja
Pelaksana

.......

1. Surat Keterangan Ahll Warls yang diberikan dijamin |
keabsahannva dan dapat dipertanggungjaswabkan;

2. Pelugas wyang mengukur dan  membuat  Surar
rekomendas telah mendapatkan penugasan cdard atasan
langsung

1. Pelaksanaan covaluasi kinerja pelaksana  dilakukan
secara rutin dan evaluasi tahunan;

2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelayvanan

25. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI BANTUAN DANA/HIBAH

No | Komponen Uraian
SBERVICE DELIVERY
I. | Persvamian a. Permohonan yvang diketahui oleh kepala Desa;

by Sural  keputusan/susunan organisasi)/pengurus
lembags yvang masih akuf;

o, Burat Keterangan domisili sekretariat dari Kepala
e




No | Komponen Uraian
d. Akta pendirian Lembaga/Oranisasi dar Notards
apabila kepanitiaan dibawah fANgaAn
Lembaga / Organisasi;
e Folocopy KTP Ketua, Seckretaris dan Bendaharma
Panitia,
| Sistem
Mckanisme H. b.
dan Prosedur @
| g
| g =
|
il c
™» 2
Keterangan
a, Pemohon menyverahkan berkas persyaratan
b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
¢. Petugas membuat mekomendasi
- d. Pemohon menerima akia pertanahan
3. |Jangka Waktu | Paling lama 30 menit terhitung sejak persyaratan lengkap
| Penyelesaian
4, | Tarf Riaya Tidak dikenakan biaya/gratis
[ & | Produk REekomendasi
| pelymnan
b. | Penanganan Pemohon/ Masyarakal yang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, jaza pelayanan yang dibenkan oleh petugas Pelayanan,
saran dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara;
e id. Melakukan konfimmas kepada petugas pelevanan
b, Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas |
pelavanan
£, Melalui e-mall Kec_cangkuangabandungkab.go. id
d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran vang tefah
disediakan
. Nomor Telepon [(R22) 5940100
f. Websile lavanan Aspirasi & Pengaduan
— | hitps:/flaporgo,id/
MANUFACTURING
. | Dasar Hukum
l. Undang - Undang Nomor |4 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daersh kabupaten dalam  Lingkungan




4,

9.

Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) schagaimana lelah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tehun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
me=chah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang  Pemerintahan daerah  Kabupaten  dalam |

Lingkungan Provinsl Jawa Barat {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomer 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor S038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesta
Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintihan Deerah [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5H7)
schagaimana telah diubah beberapa kall dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negam Republik [ndonesia Nomor
T

Peraturan Femenintah Nomor 96 Tahun 2012  {entang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik [(ndonesia Nomor 5357);
Peraluran Menten Dalam Negeri Momor B0 Tabhun 2015

tentang Fembentukan Produk Hukum Daerah (Berita |

Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomer 13 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Heformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menterd Menten Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 lentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (Betrita Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor  450)
sehagaimana telah divbah dengan Peraturan Mented
[ralam  Negerl Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor




10,

11,

1.

3.

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pernberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber darl  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara |
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partslpasi Masyarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di  Kabupaten Bandung |Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penyeléenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan PMPemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
Peraturan Bupati Bandung Nomor | Tahun 2022 tentang
Keludukan dan Susunan Perangkat Daerah [Berita
Deerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
lentang FPedoman Tugas, Fungsl dan Tata Kerja
kecamatan di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
|Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
394,

. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-

KSOTDA/201Y9 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dan Bupati Kepada Camat.

2. | Sarana,
Prasarana dan
Fasilitas

3. Kompetensi
| Pelaksana

=LK -

L.

£,

Gedung;

Parkir wmum;

Loket antrian;

Ru.'mg tunggu pelavanan, dengan fasilitas meliputi :
televisi;

bahan bacaan;

monitor antriarn;

penvejulk udara;

Alr minwm;

hotspot fwill;

terminal charger;

area bermain anak;

Hrea merokok,

Mrﬂ:ﬂ informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
Ruang ibadah;

Ruang laktasi;

Toilet pria dan wanita;

Kanting

FEROAAn D

UEamnﬁ. dan prasarana penunjang lainnva sesuai

dengan ketentuan perundang-undarigan.

EDOM  vang menjunjung tnggl pesilaku  dan  etiks
pelayanan;

M mipiu chgnpcmﬂllmn Kompuior.

4. | Pengawasan
| Internal

-------

Budava, Sekretaris Kecamatan dan Camat.

5. | Jumlah
| Pelaksana

Satu orang palaksana Seksi Sosial Budava,




.

Jaminan 1, T:rhifi:l}rh Rekomendasi;

Pelavanan 4. Integritas, Profesional, dan Akuntabel

Jaminan I. Rekomendasi vang diberikan dijamin keabsahannva
heamanan dan dapat dipertanggungiawablkan;

dan 2. Petugas vang mengukur dan  membuat  Surat
Reselamatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari atasan
 Pelayanan langsung

Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana  dilakukan |
Rinera secara rutin dan evaluasi tahunan;

Pelaksana 2, Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelayanan

26. STANDAR PELAYANAN MONITORING SEKOLAH

No | Homponen Uraian
SERVICE DELIVERY
l. | Persyaratan Dokumen Administrasi Selkolah
&, | Sistem
Mekanisme ., b.
dan Prosedur w
d. =3
™»
Keterangan _
a. Pemohon menverahkian berkas monitoring
b, Petugas memeriksa kelengkapan berkas
i, Petugas membuat berita acara
| . Pemohon menerima bernita acara
3 | Jangka Wakiu | Paling lama 1 hard kerjo terhitung sejak persvaratan
| Penyelesalan | lengkap
4, | Tarf Biava Tidak dikenakan biava/gratis
3. | Produk Berita Acara Monitoring Sekolah
pelayvanan
6. | Penanganan | Pemohon/Masyarakat vang tidak puas dan dirugikan atas



Pengaduan, I]jﬂﬁ-ﬂ pelavanan yang diberikan oleh pehtugaa Pelavanarn,
sATAn dan | mermiliki Hak meiakukan pengaduan dengan caral

il

masukan
b

-:1!_:

-0

Melakukan konflirmasi kepada petugas pelayanan
Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas
pelayanan

Melalul e-mail kee_cangkuanedbandunpkst gpo.id

. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah

disediakan
Momor Telepon (022) 5940100
Website Layanan Aspirasi % Pengaduan

https:/ /lapor go.id)

MANUFACTURING

Dasar Hukum

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 19350 tentang

Femerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1930) sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Unidang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsl Jawa Barat (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor S038);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembeniukan Peratursn Perundang-undangan |

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
MNomor 53234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemhamn Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah diubah beberapa kall denpgan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang MNomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab [Lembaran
Megara Bepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor
2679,

Undang-Undang Hepublik [ndonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistemy Pendidikan MNasional [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomaor 430 1);

Peratumn Pemeriniah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000
lentang Pelayanan Publik (Lembarsn Negara Republik
Indonesia  Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan




il il |

10,

12.

13,

14

13.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintalh Rl Nomor 66 Tahun 2010
Tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor
I7 Tahun 2010 tentang Pengeiolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 2036);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 615];

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Fedoman Standar Pelayanan [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Feraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dam
keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung [Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12):
Peraturan Bupati Bandung Nomeor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penvelengearaan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung [Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
Persturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah [Berita
Paerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tate Kerja
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Bents Dacrah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
3993

Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.b6l5-
KRSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

2. | Barana, |
Prasarana dan
Fasilitas

o £ A

bl )

Gedung;

Parkir umum;

Loket anliian,

Ruang funggu pelavanan, dengan fasilitas meliputi ;
. belevisi;

bahen bacaan;

monitor antrian;

penyejuk udara;

air minwm;

hotspot fwill;

terminal charger;

area bermain anak;

area merokok;

Medin informasi dan sarana pengelolasn pengaduan;
Ruang ibadah;

Ergn MA &0 T

_ Ruang lakiasi;



I 8. Tollet pria dan wanita; a
9. Kantin;
10.Sarana dan prasarana  penunjang lainnya scsuai
| dengun kﬂfntuan perundang- unda.ﬂgﬂn
3. | Kompelensi 1. SOM vang menjunjung tinggi pv."nla.im dan etika
| Pelaksana pelayararn;
: 2. Mampu Mengoperasikan Komputer,
4. | Pengawasan Pengawasan scrars berjenjang oleh Kepala Scksi Sosial
| Internal Budaya, Sekretaris Kecamatan dan Camat.
5 | Jumlah Satu orang palaksana Seksi Sosial Budma [
) Pelaksana |
‘6. | Jaminan 1. Terbitnya Berita Acars Monitoring Sekolah; l
| Pelayanan 2. Intcgritas, Pruica:mnal dan Akuntabel
7. |Jaminan 1. Berita Acars Monitoring Sekolah vang diberikan dijamin
Keamanan keabsahannya dan dapat dipertanggungiawabian;
dan 4. Petugas vyang mengukur dan  membuat  Sumt
keselamatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari atasan
Pelayanan B Ja.ugsung
8. | Evaluasi 1. Pelaksansan evaluasi kinerja  pelaksana dilakukan
Rinecria secara rutin dan evaluasi tahunan;
Prlaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepusasan untule perbaikan dan
meningkatkan kinerja pelayanan
27. STANDAR PELAYANAN LEGALISIR DOKUMEN
No | Komponen Uraian
BEERVICE DELIVERY
|, | Persyaratan Foro copy Surat  yang akan  dilegalisir  dengan |
memperlihatkan aslinva;
2. | Sistem '
Mekanisme A, by.
dan Prosedur

«




. Pemohon menyerdankan berkas
b, Petugas memeriksa kelenghkapan berkas
¢, Petugas melegalisasi berkas
L d. Pemohon menerima berkas
4. | Jangka Waktu | Paling lama 10 menit terhitung sejak persyaratan lengkap
Penyelesaian
| 4. | Tarifl Blaya Tidak dikenakan biaya/gratis
5. | Produk Legalisasi surat
pelavanan
6. | Penanganan Pemohon,/ Masyarakat vang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, jasn pelayanan yang diberikan oleh petugas Pelayanan,
SarEn gur | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:
it a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayvanan
b. Melaporkan langsung kepada pimpinan | atasan petugas
pelayanan
c. Melalui e-mmil kee cangkuangibandunekab.po.id
d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah
discdiakan
e. MNomor Telepon (022) 5940 1)
I Wehbsite Lavanan Aspirasi & Pengaduan
PR hittpes: /L por, i
MANUFACTURING

1

Dasar Hukam |

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang

Pemerintahan deerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provins! Jawa Barat | Berta Negara Republik Indonesls
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang
= Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
kKabupatcn Purwakarta dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undiing - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Femerintahan daerah Kabupsten  dalam
Lingkungan Frovinsi Jawa Baml |[Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ];
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Fublik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tembahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor S038];

Undang - Undang Nemor 12 Tahun 2011 tenting
Pembeniukan Peraturan Perundang-undangan
(LemBaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 22, Tambshan Lembaran Republik Indonesia
Nomar 5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana  telah diubah  beberapa kali  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23




1q,

11,

12,

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daecrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Feraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara
dam Eelormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 615);

Pergiuran Daerah Kabupalen Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyvarakat dam
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemenntahan i Kabupaten Bandung [Lembaran
[Deeran Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
Peraturan Bupati Bandung Nemor 110 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penvelenggaraan Pelayvanan Publik &
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung {Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 1104;
Peraturan Bupati Bandung Nomor | Tahun 2022 wntang
kedudukan dan Susunan Peranglkat Daerah (Berita
Daeran Kabupaten Bandung Tahun 2022 Noemor 1);
Peraturan Bupatl Bandung Nomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman  Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan of Lingkungsn  Pemerintah  Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor

39,

. Keputusan Bupati Bandung MNomor 137.1/Kep.Gl5-

REOTDASZ0]S Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

SHfAna,
Prasarana dan
Fasilitas

e o o

Gecdung;

Parkir umum;

Loket antrian;

Ruang tunggu pelavanan, dengan fasilitas meliput ;
televisi;

bahan bacaan;
monitor antrian;
penyejuk udara;
gir minum;

hotspot fwili;
terminal charger;
area bermain anak;

paRafAAD R




f. area FI]':I'U!‘E.I:II'L',.
2. Media informasi dan sdrana pengelolaan pengaduasn;
6. Ruang ibadah;
7. Ruang laktasi;
8. Toilet pria dan wanita;
9. Kantin;
| 10.5arana  dan  prasarana  penunjang  lainova  scsuai
‘dengan ketentuan perundang- undangan,
I . irabit oty ettt
3 | Kompetensi . SDM yang menjunjung 'L‘Inggj perilaku  dan  etika |
Pelaksana pelayanan;
2. Mampu Mengopemsiltan Komputer.
4. | Pengawasan | Pengawasan sccara berjenjang oleh Kepals Seksi Sosial
| Intermnal Budaya, Sckretaris Kecamatan dan Camat,
5. | Jumiah Satu orang palaksana Seksi Sosial Budaya,
Pelaksana .
6. | Jaminan 1. Terhitnva LI:'EHJ'I-S.H.!H suraf;
F‘elayanan 2. Integritas, Profesional, dan Alkuntalbel
7. |Jaminan | 1. Legallsasi sural yang diberikan dijamin keabsahannya
Keamanan dan dapal diperianggungjawabkan;

[ dan 4. Petugas yvang mengukur dan  membuat  Surat
Keselamatian rekomendasi telah mendapatkan penugasan dart atasan
Pelayanan ~ langsung N

8. | Evaluasi 1. Peleksanaan ovaluast kinega pelaksana  dilakukan
Kinerja . secara rutin dan evaluasd tahunan;
Pelaksana 2, Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan
| meningkatkan kinerja pelayanan
2B. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN LAINNYA
No | Homponen Uraian
SERVICE DELIVERY
1. | Persyartan a. Foto copy KTF dan KK Pemohon
b. Berkas Surat atau Dokumen wang akan dibuatkan
pengantar sfad rekomendasi camat;
2, | Bistem
Mekanisme i, b
dan Prosedur F B

|

I

| il L=




Keterangan
d. Pemohon menyerahkan berkas
b Petugas memeriksa kelengkapan berkas

. Petugas membuat surat keterangan
. Pemohon mensrima berkas

3. | Jangka Waktu | Paling lama 10 menit terhitung scjak persyaratan lengkap
Penyelesaian
4. | Tarif Biava Tidak dikenakan haya/grats
5. | Produk Surat keterangan =
| pelayanan
6. | Penanganan Pemohon/Masyarakat yang tidak puas dan dirugikan atas
Pengaduan, |jasa pelayanan yang diberikan oleh petugns Pelayanan,
SaTHI dan | memiliki Hak melakukan pengaduan dengan cara:
kb d. Melakukan konfirnasi kepada petugas pelayanan
b, Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas
pelayanan
c. Melalul e-mail kge _congkuangabandunglkat. go.id
d. Memasukan saran pendapal ke kotak saran yang telah
disediakan
g. Nomor Telepon (022) 3940100
| f. Websitc layanan Aspirasi & Pengaduan
hitps:/ /lapor.go.ld/
MANUFACTURING

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang
Pomerintahan daecrah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat | Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950} schagaimana tclah diubab dengan Undang
- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentulkan
Kabupaten Purwakana dam Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pemerintahan  dacrah habupaten  dalam
Lingkungan Provinsl Jawa Barmal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembarmn Negara Republik Indonesia Momor 2851);

2, Undang - Undang MNomor 25 Tahun 2009 teniang
Pelavanan Publik (Lembaran Nogara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1132, Tambahan Lembaran BEepublik
Indonesia Nomor 5038j;

3., Undang - Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentiukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  |Lembaran Negam  Republik

_Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




11,

12,

|13.

, Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387 |
sebagaimana telah diubah  bebemmpa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Redus atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
3679),;

Peralumn Pemerintah Nomor 9% Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 20049
tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukom Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20036);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Keformas| Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peratuman Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara
dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayvanan (Beritn Negara Republik
Indonesia Tahun 214 Nomor &15);

Peraturman Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyvarakat dam
Keterbukaan [nformasi Publik dalam Penvelenggaraan
Pemenintahan di  Kabupaten Bandung {Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelavanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung [(Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);
Peraturan Bupati Bandung Nomor | Tahun 2022 tentang
Kedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah [Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Bupati Bandung MNomor 39 Tahun 2022
tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan di  Lingkungan Pemetintah  Kabupaten
Bandungkedudukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Herita Deerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
34};

Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/kep.615-
KSOTDA2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

1.

2
3
4,

Gedung;

Parkir ymumn;

Loket antrian;

Ruang tunggu pelayanan, dengan fasilitas meliputi :
a, televisi;

b. bahan bacaan:

¢, monitor antran;

d. penyejuk udara;




IEI Sarana dan prasarana

air minum;

hotspot fwiii;
terminal charger;
area bermain fnak;
HICH Meroko, |
M::d!a informasi dan sarana pengelolaan pengaduan;
Euang ibadah;

Ruang laktasi; |
Toilet pria dan wanita;
Kantin,

FEmE e

penunjang

lainnva  sesuadi |
dengan ketentuan perundang-unde.ngan

Satu orang palaksana Seksi Sosial Budaya,

Kompetensi 1. SDM vang menjunjung linggs perilaku dan  etika |
Pelalksana pelayanan;

2. Mampu Mengnpcramkan Komputer.
Pengawasan Pengawasan secars hﬁ::‘jl‘_'njﬂ.ng oleh Kepala Scksi Eu-sial
Internal Eudaj.ra. Hekretar’ss Recamatan dan Camat.

Pelaksana

Jaminan 1. Terbitnya Surat keterangan;

_I-'t__l_n__!rﬁ:nfn 2. Integritas, Profesional, dan Akuntabel

Jamingan 1. Surat keterangan yvang diberikan dijamin keabsahannya
Keamanan dan dapat dipertanggungjiawabkan;

dan 2, Petugas yang mengukur dan membuat Surat

Keselgmatan rekomendasi telah mendapatkan penugasan dari arasan

__P:e-_l&yanan langsing |
Evaluas 1. Pelaksanaan evaluasi kincrja pelaksana dilakokan |
Rincrja secari ruin dan evaluasi tahunan;

Pelaksana 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja pelavanan

CAMAT CANGKUANG

'j::f}[

~ Pembina Tk. I
NIP 196608101986031007



